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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to analayze the implementation of 
accountability and transparency in the organizers of BAZNAS Boyolali. 
Accountability can be realized in recording in any zakat fund management 
activities such as presenting evidence of transactions and presenting witnesses 
during the recording process. While transparency is a principle that ensures 
access or freedom for everyone to obtain information about organizing the 
organization. 
This study uses a qualitative approach, this study also uses documentation, 
observation and interviews with amil, muzzakki and mustahiq BAZNAS Boyolali 
to obtain the data. The method of analysis of this study using data validity test 
with triangulation of sources and triangulation techniques and also data analysis. 
The results that BAZNAS Boyolali has been accountable and transparent in 
managing ZIS funds. 
 
Keywords: BAZNAS, accountability, transparency. 
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ABSTRAK 
 
BAZNAS Kabupaten Boyolali didirikan pada tahun 2014 Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pada 
organissi pengelola zakat. Akuntabilitas dapat diwujudkan dalam pencatatan 
dalam setiap aktivitas pengelolaan dana zakat seperti  menghadirkan bukti 
transaksi dan menghadirkan saksi ketika proses pencatatan.sedangkan transparansi 
merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga 
menggunakan dokumentasi, observasi dan wawancara dengan amil, muzzakki 
serta mustahiq BAZNAS Kabupaten Boyolali untuk memperoleh data. Metode 
analisis dari penelitian ini menggunakan uji validitas data dengan triangulasi 
sumber dan triangulasi tehnik dan juga analisis data.Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa BAZNAS Kabupaten Boyolali akuntabel dan transparan dalam mengelola 
dana ZIS. 
 
Kata kunci :BAZNAS, akuntabilitas, transparansi . 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”,”tumbuh”, atau “berkembang” 
menurut istilah syara’ , zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu 
untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai 
dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam (Wibisono,2015: 1). 
Tujuan utama dari zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk 
mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat agar dapat tercapai secara 
maksimal (Rahmat, 2017).  
Di Indonesia organisasi pengelola zakat (OPZ) dibagi menjadi 2 lembaga 
yakni BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) (Indrarini, 
2017). Badan amil zakat nasional (selanjutnya disingkat BAZNAS) merupakan 
organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah (Purbasari,2015). 
Sedangkan LAZ atau Lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk 
masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan , pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat (Yuliafitri, 2016). 
Menurut BAZNAS (2017) Potensi zakat di Indonesia sangat besar hal ini 
ditandai dengan jumlah penghimpunan ZIS di Indonesia pada kurun waktu 13 
tahun yakni pada tahun 2002-2015 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 
39,28%. Sedangkan potensi dan realisasi penerimaan dana zakat pada tahun 2011-
2015 ditunjukkan pada tabel berikut. 
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Tabel 1.1 
Potensi dan Realisasi penerimaan dana Zakat tahun 2011-2015 
 
No. Periode 
Potensi penerimaan zakat 
(Rp) 
Realisasi penerimaan zakat 
(Rp) 
1. 2011 58.961.143.222.174 32.986.949.737 
2. 2012 64.086.440.764.997 40.387.972.149 
3. 2013 69.794.542.095.826 50.741.735.215 
4. 2014 78.374.957.309.348 69.865.506.671 
5. 2015 82.609.152.671.724 74.225.748.204 
Sumber : Canggih,2017 
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan zakat kurang 
dari 1%. Beberapa kemungkinannya adalah mayoritas muzakki menyalurkan dana 
zakatnya langsung ke mustahiq ,serta profesionalisme OPZ dan hasil pengelolaan 
zakat yang tidak terpublikasi masyarakat luas adalah hal yang membuat 
rendahnya kepercayaan masyarakat (Canggih,2017) 
 Sebagian muzakki masih meragukan keberadaan BAZ atau LAZ , dalam 
pendistribusian zakat kepada yang berhak , hal ini menunjukkan bahwa sebagian 
muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik , yaitu bahwa 
pengelola zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi, dalam pelaporan 
dan penyaluran yang tepat sasaran dengan program-program yang menarik dan 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Endahwati,2014). 
Organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ harus melaporkan 
hasil pengelolaan zakatnya. Pengelolaan apapun jika berhubungan dengan 
pemanfaaatan sumber daya publik , harus dikelola secara transparan dan akuntabel 
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(Yuliafitri,2016). Diharapkan ketika ada pelaporan pengelolaan zakat kesadaran 
masyarakat untuk membayar zakat dapat meningkat dan muzakki mempercayakan 
pengelolaan zakatnya pada organisasi pengelola zakat.  
Pengguna informasi laporan keuangan dana zakat seperti muzakki, 
mustahiq, pemerintah, manajemen amil, serta masyarakat umum menuntut 
penyediaan informasi secara cepat dan akurat. Untuk mengatasi hal tersebut maka 
dibutuhkan suatu sistem informasi untuk membantu mengolah data penggunaan 
dana zakat. Sistem informasi sebagai alat untuk mempermudah pengelolaan 
informasi karenanya menjadi bagian penting sebab data yang dikelola sedemikian 
besar dan tuntutan yang tinggi dari para pihak pengguna informasi atas 
transparansi dan kredibilitas lembaga zakat (Hisamuddin, 2016). 
Tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik pada organisasi pengelola 
zakat yang demikian besar menarik minat banyak peneliti untuk meneliti 
akuntabilitas dan transparansi lembaga tersebut. Sejauh ini transparansi dan 
akuntabilitas yang semestinya menjadi karakter dasar organisasi pengelola zakat 
belum sepenuhnya terealisasikan secara maksimal.  
Penelitian Rani, Anantawikrama dan Niluh (2017) yang melakukan 
penelitian di BAZNAS Kabupaten Buleleng menemukan hasil bahwa pengelolaan 
dana zakat infaq dan shadaqah sudah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan 
peraturan perundangan yang berlaku namun penggunaan sistem informasi 
manajemen (SIMBA) belum sepenuhnya efektif karena karyawan yang belum 
terampil menggunakan aplikasi tersebut. 
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Penelitian Yosi (2014) yang melakukan penelitian di BAZ Kabupaten 
Lumajang menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ZIS 
sudah dikatakan professional dengan menekankan prinsip habluminallah dan 
habluminannass. Namun, laporan keuangan belum diaudit secara periodik dan 
masih minimnya pemantauan pada program yang dijalankan oleh BAZ Kabupaten 
Lumajang. 
Penelitian Evi, Neneng, dan Nurdin (2016) yang melakukan penelitian pada 
transparansi pengelolaan zakat di BAZ Bandung menemukan bahwa implementasi 
sistem pengelolaan pada laporan keuangan terdapat kendala dalam sumber daya 
manusia serta tidak adanya anggaran untuk media sarana dan prasarana untuk 
mempublikasikan aktivitasnya. 
Penelitian Nikmatuniayah (2015) yang melakukan penelitian pada 
organisasi pengelola zakat di kota Semarang dengan sampel 1 BAZNAS kota 
Semarang dan 6 LAZ kota Semarang menemukan bahwa pengendalian intern 
belum sepenuhnya dipatuhi seperti pada BAZ kota semarang yang belum 
memiliki auditor internal serta sebagian LAZ belum menyajikan laporan keuangan 
Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran membayar zakat dan tingginya 
biaya profesionalisme  
Penelitian yang dipaparkan diatas mengindikasikan bahwa organisasi 
pengelola zakat masih kurang transparan dan akuntabel terhadap publik. Hal ini di 
khawatirkan menurunnya kepercayaan muzaki terhadap organisasi pengelola 
zakat.   
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Sebagai objek penelitian , penulis akan meneliti sekaligus menganalisis 
organisasi pengelola zakat terkait akuntabilitas dan transparansi pada BAZNAS 
Kabupaten Boyolali. BAZNAS Kabupaten Boyolali merupakan lembaga yang 
melakukan pengelolaan zakat secara nasional sejak tahun 2009 yang sebelumnya 
berbentuk BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah).Sedangkan , peresmian berganti 
menjadi BAZNAS  yakni pada tahun 2014. 
Berdasarkan wawancara dengan bagian bendahara BAZNAS Kabupaten 
Boyolali pada 23 Februari 2018 bahwa pendapatan zakatnya paling banyak 
didominasi oleh instansi pemerintah daerah Kabupaten Boyolali , sedangkan 
muzakki dari perseorangan atau perusahaan swasta masih terbilang minim. 
Laporan pengelolaan dana zakat juga baru dilakukan audit pada Januari 2018.  
Menurut pengamatan secara tidak langsung oleh peneliti bahwa informasi 
yang dapat diakses oleh publik juga terbilang masih minim seperti pada website 
bahwa laporan pengumpulan hanya ada pada bulan maret 2017, sedangkan media 
sosial BAZNAS Kabupaten Boyolali seperti instagram maupun facebook paling 
banyak didominasi oleh pendistribusian ZIS kepada mustahiq mulai Juni 2017. 
Hal-hal tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian tentang 
penerapan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.   
Dari sini penulis akan menganalisis bagaimanakah akuntabilitas , 
transparansi untuk organisasi pengelolaan zakat di Indonesia dengan judul 
“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi 
Kasus pada BAZNAS Kabupaten Boyolali)”. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan latar belakang diatas , dapat diidentifikasi berbagai masalah 
yang terkait dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat pada 
BAZNAS Kabupaten Boyolali yakni sebagai berikut:   
1. Hasil penelitian terdahulu bahwa terdapat beberapa organisasi pengelola 
zakat masih banyak yang kurang transparan dan akuntabel. 
2. Belum adanya publikasi laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten 
Boyolali pada media sosial maupun sarana dan prasarana lainnya. 
 
1.3 Batasan Masalah  
Untuk menghindari kesalahan persepsi dan perbedaan pendapat maka 
penulis akan memberikan batasan masalah yakni : 
1. Akuntabilitas pada penelitian ini hanya berfokus pada akuntabilitas hukum 
dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas 
kebijakan. 
2. Transparansi pada penelitian ini hanya berfokus pada ketersediaan informasi 
yang di publikasikan untuk umum.  
 
1.4 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah , maka dapat diambil perumusan 
masalah yakni : 
1. Bagaimana implementasi akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Boyolali? 
2. Bagaimanakah implementasi transparansi pada BAZNAS Kabupaten 
Boyolali ? 
1.5 Tujuan Penelitian 
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1. Untuk mengetahui implementasi akuntabilitas BAZNAS Kabupaten 
Boyolali. 
2. Untuk mengetahui implementasi transparansi BAZNAS Kabupaten 
Boyolali. 
 
1.6 Manfaat penelitian 
Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan agar penelitian ini bisa 
bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. 
1. Manfaat teoritis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi bahan penelitian serta menambah referensi untuk penelitian 
berikutnya. 
2. Manfaat praktis,  
Adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 
a. Lembaga atau instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan pendistribusian 
zakat yang sesuai dengan undang-undang serta dapat mengetahui sejauh 
mana prinsip akuntabilitas dan transparansi telah dijalankan. 
b. Menambah ilmu pengetahuan , yakni pembaca diharapkan untuk lebih 
mengetahui tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat. 
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1.7 Hasil Penelitian Yang Relevan 
Tabel 1.2 
Hasil penelitian yang relevan 
 
No. Variabel  Peneliti, Metode, 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran 
Penelitian 
1. Transparansi 
dan 
akuntabilitas 
pengelolaan 
ZIS  
 
Rahmat ,Atmaja, 
Sulindawati 
(2017) 
Metode analisis 
deskriptif kualitatif 
Penelitian pada 
BAZNAS kab. 
Buleleng 
Akuntabilitas 
sudah sesuai 
syariah dan 
perundang-
undangan yang 
berlaku.  
UPZ bertugas 
untuk melayani 
muzakkki dalam 
mengumpulkan 
zakat  
SIMBA dapat 
mempercepat 
pencatatan 
sehingga laporan 
keuangan bisa 
efektif dan efisien 
diharapkan 
karyawan bisa 
mengoprasikan 
SIMBA untuk 
meningkatkan 
kualitas 
kinerjanya 
2. Akuntabilitas 
pengelolaan 
zakat, infaq , 
dan shadaqah 
(ZIS)  
 
Endahwati 
(2014) 
 
Metode yang 
digunakan kualitatif 
deskriptif 
Penelitian pada 
BAZ kab. 
Lumajang 
 
Praktik 
akuntabilitas 
terdiri dari 
akuntabilitas 
vertikal yakni 
prinsip amanah 
dan akuntabilitas 
horizontal yakni 
prinsip profesional 
dan transparan. 
Diharapkan 
BAZ dapat 
meningkatkan 
akuntabilitas 
layanan , 
program dan 
laporan 
3. Akuntabilitas 
laporan 
keuangan  
Nikmatuniayah , 
Marliyati  
(2015) 
Metode 
menggunakan 
analisis kualitatif 
deskriptif dengan 
model Multicase 
studi 
Penelitian pada 
BAZNAS kota 
Semarang, 6 LAZ 
Laporan keuangan 
sudah tersedia di 
semua LAZ  
Akuntabilitas 
ditujukan kepada 
masyarakat , 
negara serta Allah 
SWT 
Harus ada SOP 
Tabel berlanjut . . . 
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No.  Variabel  Peneliti, Metode, 
Sampel 
Hasil penelitian Saran 
penelitian 
4. Analisis 
implementasi 
prinsip 
transparansi 
dalam 
pengelolaan 
zakat di badan 
amil zakat 
(BAZ) kota 
Bandung 
 
Fatmawati , 
Nurhasanah, Nurdin 
(2016) 
Metode yang 
digunakan kualitatif 
deskriptif 
Penelitian pada 
BAZ  Bandung 
 
Implementasi 
prinsip tranparansi 
di BAZ kota 
Bandung meliputi 
aspek 
kelembagaan , 
aspek sistem 
sistem 
pengelolaan , 
adanya laporan 
berkala , laporan 
tahunan. Kendala 
implementasi 
prinsip 
transparansi 
adalah sumber 
daya manusia , 
tidak adanya 
anggaran khusus 
untuk sarana dan 
prasarana media 
publikasi, adanya 
masa transisi dari 
UU No.38 tahun 
1999 ke UU No. 
23 tahun 2011. 
Seharusnya 
adanya 
anggaran 
khusus untuk 
media 
publikasi dan 
pelatihan 
khusus bagi 
karyawan 
untuk 
menggunakan 
SIMBA 
5. Akuntabilitas 
pada LAZ 
Riyati dan Irianto 
(2016) 
Menggunakan 
metode deskriptif 
kualitatif 
Penelitian pada 
YSDF Malang 
YSDF Malang 
sudah 
mempraktikan 
akuntabilitas 
dalam konteks 
habluminalllah 
dan 
habluminannass 
Lingkungan di 
YSDF Malang 
seharusnya 
dijaga. 
 
1.7 Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
kualitatif , yakni peneliti turun ke lapangan untuk memperoleh data ataupun 
informasi yang diperlukan. Lokasi penelitian pada BAZNAS Kabupaten Boyolali 
Lanjutan tabel 2.1 … 
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dengan jangka waktu ± 6 Bulan. Pengumpulan data penelitian dengan 
menggunakan tehnik wawancara , dokumentasi dan observasi.  
 
1.8 Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.9 Sistematika Penulisan 
Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan skripsi ini , 
maka didalam penulisannya dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai 
berikut : 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian ,hasil 
penelitian yang relevan,metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang menyangkut penelitian 
yaitu landasan teori mengenai akuntabilitas , transparansi , dan organisasi 
pengelola zakat.  
BAB III: METODE PENELITIAN  
Bab ini menjelaskan tentang waktu dan wilayah penelitian ,jenis penelitian, 
populasi, sampel , tehnik pengambilan sampel, data dan sumber data, tehnik 
pengumpulan data, serta tehnik analisis data. 
BAB IV: PEMBAHASAN 
11 
 
Bab ini berisi tentang deskripsi dari objek yang diteliti , analisis , serta 
pembahasan hasil analisis data. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari 
hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Akuntabilitas 
Menurut Gray dalam Gustina (2008) akuntabilitas adalah kewajiban untuk 
menyiapkan laporan (tidak selalu berarti laporan keuangan) atau catatan atas 
semua tindakan yang didalamnya ada tanggungjawab. lebih lanjut, akuntabilitas 
melibatkan akunti dan akuntor dimana, akuntor adalah pihak yang berkewajiban 
untuk memberikan laporan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada akunti. 
Akuntabilitas juga dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang 
amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajika, melaporkan 
dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak 
dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya tersebut (Mahsun, 2015: 
169). 
Akuntabilitas dapat dipahami sebagai pertanggungjawaban agen 
(pengemban amanah) pada prinsipal (pemberi amanah) melalui sebuah media 
pertanggungjawaban secara berkala ataupun insidental untuk melaporkan 
kinerjanya dalam mengemban amanah yang diberi sehingga kinerja tersebut dapat 
dimintai pertanggungan jawab oleh principal (Riyati,2011). Akuntabilitas 
menjelaskan peran dan tanggungjawab, serta mendukung usaha untuk menjamin 
penyeimbangan kepentingan manajemen serta pemegang saham (Sutedi,2011: 4). 
Akuntabilitas dianggap penting terlebih pada organisasi nirlaba karena 
organisasi nirlaba lebih banyak melibatkan kepentingan stakeholder, dimana 
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pengelolan harus memiliki tanggungjawab dan mereka harus menunjukkan bahwa 
mereka adalah pihak yang dapat dipercaya. Akuntabilitas 
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan 
yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan secara periodik (Nordiawan,2009: 129). 
Akuntabilitas dalam organisasi pengelola zakat dapat diwujudkan dalam 
pencatatan dalam setiap aktivitas pengelolaan dana zakat seperti  menghadirkan 
bukti transaksi dan menghadirkan saksi ketika proses pencatatan. Menurut Adh-
Dharir (2005: 73) mencatat dan menghadirkan saksi merupakan pembuktian 
kepercayaan , kepatuhan, serta menciptakan keadilan dalam penetapan hak dan 
menghilangkan ketidak percayaan diantara manusia serta menyiapkan informasi 
yang akurat , cepat dan otentik. 
Bukti atas kewajiban mencatat dan menghadirkan saksi tertuang dalam Q.S 
Al-Baqarah 282 (Adh-Dhahir,2005: 73) : 
⧫  ❑⧫◆ 
⬧ ⧫⬧  ◼ 
  ◼❑⬧  
◆◆ ◆  
➔  ◆ ⧫   
⧫ ☺ ☺⧫   
◆⬧ ☺◆  
◼⧫ ⬧ ◆◆  
◆ ◆ ▪⧫     
    
“ Hai orang – orang yang beriman , apabila kamu bermuamalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan , hendaklah kamu menuliskannnya. Dan 
hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah 
mengajarkannya , maka hendakla ia menulis , dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimla’kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertaqwa kepada Allah tuhannya , dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya ”. 
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Menurut Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2002: 21-22) terdapat empat 
dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi yakni : 
1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran 
Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap 
hukum dan peraturan lain yang berlaku. Sedangkan, akuntabilitas kejujuran terkait 
dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Kedua hal ini mengindikasikan 
bahwa suatu organisasi harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan 
bersikap jujur serta menjalankan pekerjaannya secara amanah. 
2. Akuntabilitas proses 
Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam 
pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik , baik dari segi sistem informasi 
akuntansi, sistem informasi manajemen maupun prosedur administrasi.  
3. Akuntabilitas program  
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang 
telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan 
alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. 
Hal ini terkait dengan program yang akan dilaksanakan , strategis apa yang harus 
ditempuh dan bagaimana hasil dari program yang dilaksanakan.  
4. Akuntabilitas kebijakan 
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban suatu 
organisasi kepada pemerintah dan masyarakat luas. Dalam akuntabilitasa 
kebijakan diharapkan suatu organisasi mampu menerbitkan laporan keuangan 
sebagai bentuk tanggungjawab kepada pemerintah ataupun publik. 
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Mengacu penjelasan dari Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2002: 21-22) 
maka indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas adalah 
sebagai berikut : 
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran  
a. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta perundang-undangan 
yang berlaku. 
b. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan SOP untuk menghindari 
penyalahgunaan jabatan maupun penyelewengan dana zakat. 
2. Akuntabilitas Proses  
a. Adanya prosedur untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan. 
b. Adanya sistem untuk menunjang kegiatan yang dilakukan. 
3. Akuntabilitas Program 
a. Pelaksanaan program sesuai dengan tujuan. 
b. Adanya strategi untuk melaksanakan setiap program. 
4. Akuntabilitas kebijakan 
a. Adanya pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat kepada 
pemerintah mupun masyarakat. 
b. Adanya  partisipasi karyawan untuk pengambilan keputusan 
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2.2  Transparansi 
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan 
yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksaannya serta 
hasil-hasil yang dicapai (Fatmawati,Nurhasanah & Nurdin 2016). Transparansi 
dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi (Mardiasmo, 2002: 18) dan 
menjadi kontrol publik terhadap organisasi pengelola zakat sehingga transparansi 
dikaitkan dengan tingkat akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi 
sebanyak mungkin.  
Proses transparansi menurut Smith dalam (Tahir,2014: 111) yakni : 
1. Standard procedural requirements (persyaratan standar prosedur), hal ini 
dikatakan bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi 
dan memperhatikan kebutuhan publik. 
2. Consultation processes (Proses Konsultasi), yakni adanya dialog atau 
komunikasi antar organisasi pengelola zakat dan masyarakat. 
3. Appeal rights (Permohonan ijin), merupakan pelindung utama dalam proses 
pengaturan , standar yang tidak berbelit dan transparan untuk menghindari 
praktik penyelewengan dana zakat.   
Menurut Hasan dalam Behesti (2017) transparansi dalam pengelolaan zakat 
akan menciptakan kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan 
stakeholders , karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi (lembaga 
zakat) saja tetapi lebih kepada pihak extern yaitu muzakki atau masyarakat secara 
luas. 
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Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam 
Thabrani (Hafidhuddin,2003: 1) 
“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu 
pekerjaan , dilakukan secara itqan (tepat , terarah , jelas dan tuntas)” (H.R 
Thabrani). 
 
Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan 
secara tepat dan jelas. Salah satunya dengan menunjukkan sikap keterbukaan / 
transparan. Sebagai pengelola zakat yang diamanahkan oleh pemerintah maupun 
masyarakat sebuah organisasi pengelola zakat harus menjaga transparansi 
pengelolaan dana zakat. 
Menurut panduan Humanitarian Forum Indonesia dalam Fatmawati (2015) 
terdapat 6 prinsip transparansi yakni :  
1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses. 
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan. 
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya 
pengembangan proyek. 
4. Adanya laporan tahunan. 
5. Adanya website atau media publikasi organisasi. 
6. Adanya pedoman dalam penyebaran informasi.  
Mengacu panduan HFI tersebut maka indikator yang digunakan untuk 
mengukur transparansi yakni sebagai berikut : 
1. Adanya media informasi untuk mempublikasikan kegiatan yang dilakukan 
oleh pengelola zakat. 
2. Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana zakat. 
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3. Adanya laporan tahunan yang dipublikasikan kepada publik. 
4. Adanya kriteria informasi yang dipublikasikan kepada publik. 
 
2.3. Organisasi Pengelola Zakat 
2.3.1 Pengertian Organisasi Pengelola Zakat 
Organisasi pengelola zakat diatur oleh undang undang nomor 38 tahun 1999 
, keputusan menteri agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-
undang nomor 38 tahun 1999. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 
No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Yang dimaksud pengelolaan zakat 
yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 
pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. 
Dalam pengelolaan zakat yang perlu pertama kali dibicarakan yaitu 
menentukan visi dan misi dari lembaga zakat yang akan dibentuk. Visi dan misi 
ini harus disosialisasikan kepada pengurus agar menjadi pedoman dari setiap 
kebijakan atau keputusan yang diambil. 
Di Indonesia terdapat dua lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat 
(BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengertian Badan amil zakat menurut 
Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yakni lembaga yang melakukan pengelolaan 
zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstructural 
yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab. Sedangkan LAZ yakni lembaga 
yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk membantu pengumpulan, 
pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
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2.3.2  Program Organisasi Pengelola Zakat 
Menurut Fakhrudin (2008: 278) terdapat empat program yang harus 
dicanangkan oleh Organisasi pengelola zakat yakni : 
1. Program Ekonomi  
Program pemberdayaan ekonomi yang dimaksukan antara lain : 
a. Pengembangan potensi yang berbasis kekuatan lokal. 
b. Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin. 
c. Paket pelatihan usaha seperti menjahit, perbengkelan dan manajemen 
usaha. 
d. Pemberdayaan ekonomi umat melalui penyertaan modal , sentra 
industri, dan dana bergulir, 
e. Pemberdayaan ekonomi melalui usaha kecil dengan program 
pendampingan dan bimbingan. 
2. Program Sosial 
Sebagai salah satu organisasi sosial yang dituntut peran yang lebih besar 
dalam penanganan masalah sosial masyarakat khususnya umat Islam maka 
organisasi pengelola zakat harus membuat program sosial kemasyarakatan seperti: 
a. Penyelamatan kemanusiaan seperti memberikan bantuan ketika terjadi 
bencana. 
b. Menyediakan dana santunan layanan sosial. 
c. Aksi pelayanan sosial dan kesehatan didaerah – daerah minus. 
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3. Program Pendidikan 
Pendidikan merupakan salah satu pilar yang sangat penting bagi kehidupan 
didunia maupun diakhirat. Sehingga sebagai organisasi pengelola zakat harus 
lebih memperhatikan program ini , diantaranya dengan memberikan bantuan 
pendidikan untuk anak yang kurang mampu dan memfasilitasi kebutuhan sekolah 
seperti memberikan buku dan peralatan sekolah lainnya.     
4. Program Dakwah   
Program dakwah yang dilakukan organisasi pengelola zakat yakni seperti 
memberikan bantuan untuk pendirian masjid, memberikan perlengkapan ibadah 
dan memberikan apresiasi kepada guru mengaji.  
 
2.3.3 BAZNAS Kabupaten / Kota 
 Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat  
BAZNAS Kabupaten / Kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas 
usul Bupati / walikota setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS Pusat. 
Dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten / Kota dapat 
membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD , 
Perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan , 
Kelurahan atau tempat lainnya.   
BAZNAS Kabupaten / kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 
pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada 
BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah. Pelaporannya diumumkan melalui 
media cetak atau media elektronik. 
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2.3.4 Syarat Menjadi Amil Zakat  
Sebagai lembaga pengelola zakat diharuskan memiliki criteria untuk 
merekrut amil zakat yang benar-benar amanah. Menurut Yusuf al-Qardhawi 
dalam (Hafiffudin, 2002: 127-130) beberapa syarat menjadi amil zakat 
diantaranya : 
1. Beragama Islam , zakat merupakan salah satu rukun Islam jadi pengelolanya 
haruslah umat yang beragama Islam (muslim). Sehingga mengetahui 
kewajiban dan tatacara mengelola zakat sebagi bentuk tanggungjawab yang 
harus diembannya. 
2.  Mukallaf yakni orang yang dewasa / cukup umur yang sehat akal 
pikirannya untuk menerima amanah untuk mengelola zakat dari muzakki. 
3. Memiliki sifat amanah dan jujur,  pengelola zakat dapat mewujudkan sifat 
ini dalam bentuk keterbukaan / transparansi atas laporan 
pertanggungjawaban dana zakat. 
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia 
mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat. 
Hal ini diperlukan agar dapat menumbuhkan kepercayaan organisasi 
pengelola zakat serta kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. 
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin. Sebagai 
organisasi yang telah dipercayakan masyarakat untuk mengelola zakat 
menjadi amil harus penuh dengan totalitas dan loyalitas dalam bekerja. 
6. Kesungguhan amil dalam melaksanakan tugas atau bekerja full time dalam 
melaksanakan tugasnya. 
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2.3.5 Syarat Teknis Organisasi Pengelola Zakat 
Menurut undang-undang Nomor 581 tahun 1999 Sebagai organisasi 
pengelola zakat yang amanah dan jujur ketika melaksanakan tugasnya ada 
beberapa syarat teknis yang harus dipenuhi diantaranya : 
1. Memiliki legalitas organisasi / Organisasi pengelola zakat harus mempunyai 
badan hukum. 
2. Adanya data muzakki dan mustahik untuk pengumpulan, pendistribusian 
zakat. 
3. Organisasi pengelola zakat harus memiliki program yang jelas serta strategi 
untuk menjalankan programnya. 
4. Adanya pembukuan atau pencatatan yang baik untuk 
dipertanggungjawabkan kepada publik. 
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit. 
 
2.3.6 Susunan Organisasi BAZ 
Menurut Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat 
Bab III pasal 6 dan 7 serta Undang-undang nomor 23 tahun 2011 menyatakan 
bahwa : 
1. BAZNAS terdiri dari  11 anggota terdiri dari 3 (tiga) unsur pemerintah dan 
8 (delapan) unsur masyarakat. Unsur pemerintah yakni seseorang yang 
ditunjuk dari instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Sedangkan,  
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masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga professional , tokoh masyarakat 
Islam. 
2. Badan Amil Zakat terdiri dari dewan pertimbangan , komisi pengawas dan 
badan pelaksana. 
3. Dewan pertimbangan meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota. 
4. Komisi pengawas meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota. 
5. Badan pelaksana meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian 
pengumpulan, bagian pendistribusian, dan pendayagunaan. 
6. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua dengan masa 
jabatan 5 (lima) tahun. 
7. Ketua dan wakil ketua dipilih dari anggota BAZNAS. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
3.1.1 Waktu Penelitian 
Waktu penelitian adalah jangka waktu yang digunakan penulis , mulai dari 
pengajuan judul penelitian hingga laporan hasil penelitian. Adapun jangka waktu 
penelitian yang ditempuh penulis yaitu kurang lebih selama 6 Bulan. Adapun 
rincian waktu dan kegiatan penelitian yang akan dilakukan secara garis besar 
dapat dibagi menjadi tiga tahap , yaitu : 
1. Tahap persiapan , tahap ini dimulai dengan pengajuan dan pembuatan 
proposal. 
2. Tahap pelaksanaan , tahap ini meliputi semua kegiatan yang berlangsung 
dilapangan. 
3. Tahap penyelesaian laporan , tahap ini meliputi analisis data yang telah 
terkumpul dan penyusunan laporan hasil penelitian yang sesuai dengan 
tujuan yang diharapkan. 
 
3.1.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil objek di BAZNAS Kabupaten Boyolali dengan 
alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 43 Pulisen, Boyolali. Telepon (0276) 322 
19. Email : BAZNAS.byll@gmail.com. Website ; http://BAZNAS-boyolali.com. 
Dari lokasi penelitian tersebut , penulis bermaksud memahami tentang fenomena 
dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan , serta tempat dimana penulis dapat 
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memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Adapun alasan penulis 
menjadikan BAZNAS Kabupaten Boyolali sebagai tempat penelitian , adalah 
dengan pertimbangan sebagai berikut : 
1. Minimnya informasi tentang laporan penggunaan dana zakat yang disajikan 
kepada publik. 
2. Minimnya media informasi yang bisa diakses oleh publik. 
 
3.2 Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan 
metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,  dimana 
peneliti sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara 
triangulasi (gabungan), tehnik analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian 
kualitatif lebih menekankan daripada generalisasi (Sugiyono, 2014: 9). 
 
3.3 Populasi , Sampel, Tehnik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Menurut Sugiyono (2014: 215) dalam penelitian kualitatif tidak 
menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Sprandley dinamakan “sosial situation” 
atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu : tempat (place) , pelaku 
(actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Peneliti akan 
mengamati situasi sosial yang bertempat pada BAZNAS Kabupaten Boyolali 
untuk mendapatkan informasi dari karyawan / amil zakat serta mengamati 
aktifitas BAZNAS Kabupaten Boyolali. 
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3.3.2 Sampel 
Sampel dalam penelitian kualitatif disebut dengan narasumber atau 
partisipan (Sugiyono, 2014 : 216).Peneliti memilih informan pada bagian ketua 
BAZNAS Kabupaten Boyolali dan bagian pencatatan dana zakat mengenai 
pengelolaan dana zakat. Peneliti mengambil kedua informan tersebut karena 
kedua informan tersebut terlibat dalam penelitian mengenai akuntabilitas dan 
transparansi organisasi pengelolaan zakat. 
 
3.3.3 Tehnik Pengambilan Sampel 
Dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengambilan sampel non 
probability sampling dengan purposive sampling yaitu tehnik penentuan sampel 
dengan ciri –ciri tertentu (Sugiyono,2014: 218-219). Dengan tehnik purposive 
sampling diharapkan permasalahan yang ada dalam penelitian bisa terjawab. 
Kriteria pengambilan informan adalah dengan menggunakan pertimbangan 
sebagai berikut : 
1. Mengetahui aktifitas BAZNAS Kabupaten Boyolali. 
2. Mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana zakat oleh amil zakat.  
3. Mengetahui pencatatan pengelolaan dana zakat oleh amil zakat. 
 
3.4 Data dan Sumber Data 
1. Jenis data 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan 
berdasarkan pada deskriptif kualitatif. Pendekatan ini mengarah pada 
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pendiskripsian secara rinci dan mendalam mengenai gambaran kondisi yang 
sebenarnya terjadi di lapangan.  
2. Sumber data 
a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 
pengumpul data (Sugiyono,2013: 193). Data primer dalam penelitian ini 
diperoleh secara langsung dari objek penelitian yakni wawancara dengan 
narasumber terkait dengan penelitian seperti ketua BAZNAS dan Bagian 
pencatatan dana zakat mengenai implementasi akuntabilitas dan transparansi 
BAZNAS Kabupaten Boyolali. 
b. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data , misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen 
(Sugiyono,2013: 193). Data sekunder dalam penelitian ini berupa gambaran 
umum BAZNAS Kabupaten Boyolali, struktur organisasi, laporan keuangan 
BAZNAS Kabupaten Boyolali , serta dokumen lain yang relevan. 
 
3.5 Tehnik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini : 
1. Wawancara / Interview 
Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneiti 
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 
diteliti , dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 
lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2013: 194). 
Ada beberapa macam wawancara yaitu : 
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a. Wawancara Terstruktur 
Digunakan sebagai tehnik pengumpulan data , bila peneliti atau 
pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang 
akan diperoleh. 
b. Wawancara semi terstruktur  
Wawancara semi terstuktur digunakan untuk menemukan permasalahan 
secara lebih tebuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat 
dan ide-idenya. 
c. Wawancara tidak terstruktur  
 Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana 
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2014: 233) 
Wawancara penelitian ini dilakukan secara semi terstuktur , dimana dalam 
wawancara ini menggunakan pedoman wawancara tetapi ada umpan balik dari 
responden yang dirasa perlu ditanyakan peneliti, sehingga peneliti bisa 
menanyakan kepada informan walaupun didalam pedoman wawancara tidak ada 
pertanyaannya. Wawancara ini ditujukan secara langsung atau tanya jawab kepada 
pihak-pihak yang terkait tentang penelitian pada BAZNAS Kabupaten Boyolali 
seperti kepala OPZ dan bagian akuntansi / pencatatan dana zakat serta mustahiq 
maupun muzzakki BAZNAS Kabupaten boyolali. 
2. Observasi 
Menurut Emzir (2012: 37-38) observasi didefinisikan sebagai perhatian 
yang terfokus terhadap kejadian , gejala, atau sesuatu. Dengan demikian, peneliti 
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mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan lapangan secara 
langsung untuk mendapatkan keterangan tentang apa yang sebenarnya yang telah 
dipelajari dengan apa yang dijumpai pada objek penelitian.  
3. Dokumentasi 
Menurut Sugiyono (2014: 240) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa 
yang sudah berlalu. Peneliti akan mencari data-data yang berkaitan dengan 
penelitian ini seperti , arsip, data laporan , gambar / foto dan lain-lain pada 
BAZNAS Kabupaten Boyolali. Dokumen yang dibutuhkan antara lain profil 
lembaga, laporan keuangan, maupun dokumentasi kegiatan BAZNAS Boyolali. 
 
3.6 Uji Kredibilitas Data 
3.6.1 Triangulasi  
Menurut Gunawan (2014: 218) Triangulasi adalah penggabungan berbagi 
metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu. Triangulasi data digunakan 
sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan 
konsistensi (reliabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis 
data dilapangan. Dalam penelitian ini menggunakan dua metode triangulasi yakni 
triangulasi sumber dan triangulasi tehnik.  
1. Triangulasi sumber 
Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui 
berbagai sumber untuk memperoleh data dengan cara membandingkan ataupun 
mengecek ulang informasi dengan sumber yang berbeda (Sugiyono,2015: 214). 
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2. Triangulasi tehnik 
Triangulasi tehnik merupakan usaha untuk mengecek keabsahan data atau 
mengecek keabsahan temuan penelitian. Terdapat dua strategi dalam triangulasi 
metode yakni pertama melalui pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 
penelitian beberapa tehnik pengumpulan data , kedua pengecekan derajat 
kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 
Gambar 3.1 
Triangulasi Teknik 
 
 
 
 
 
Namun,apabila diketahui ada perbedaan maka peneliti akan menelusuri 
perbedaan-perbedaan tersebut sampai menemukan sumber perbedaannya , 
kemudian dilakukan konfirmasi dengan informan maupun sumber yang lain.  
 
3.7 Tehnik Analisa Data 
Dalam penelitian ini digunakan analisa deskriptif, yaitu akuntabilitas dan 
transparansi pada BAZNAS Boyolali.  Menurut Miles dan Huberman (1992) 
dalam Gunawan (2014: 210-211) mengemukakan tiga tahapan dalam 
menganalisis data kualitatif yakni :  
1. Reduksi data 
Mereduksi data adalah kegiatan merangkum , memilih hal-hal pokok  
kemudian memfokuskan ke hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Hal 
 
Wawancara                               Observasi 
 
    Dokumen  
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ini akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan 
pengumpulan data. 
2. Paparan data 
Paparan data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. 
3. Penarikan kesimpulan  
Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus 
penelitian berdasarkan hasil analisis data. 
Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian yang 
tidak dapat terpisahkan dari proses sebelumnya, karena merupakan satu kesatuan. 
Menurut Sugiyono (2009) untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan berikut  
Gambar 3.2 
Komponen dalam analisis data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengumpulan 
data 
Reduksi data  
Sajian data 
Penarikan 
kesimpulan 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
Pada bab ini peneliti akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang 
permasalahan yang telah dirumuskan pada BAB I, yakni “Analisis Akuntabilitas 
dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus pada BAZNAS 
Kabupaten Boyolali)”. 
Penelitian ini diawali dengan menggunakan surat ijin penelitian dari IAIN 
Surakarta yang ditujukan kepada amil zakat, muzzakki , dan mustahiq zakat. 
Disamping menggunakan surat peneliti juga melampirkan satu bendel proposal 
penelitian guna memberikan maksud dan tujuan penelitian. Proses perijinan 
membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu yang kemudian wawancara serta 
observasi yang dilakukan oleh peneliti dilakukan kurang lebih satu bulan. 
Hasil penelitian ini diperoleh dengan tehnik wawancara serta dokumentasi 
sebagai bentuk pencarian data serta kebenaran informasi. Observasi dilakukan 
peneliti dengan melihat bagimana prosese pengelolaan zakat dari mulai 
pengumpulan zakat, pencatatan zakat, hingga pendistribusian zakat. Peneliti 
menganalisis hasil wawancara dan observasi untuk memperoleh hasil penelitian 
yang relevan. Analisis ini terfokus pada Amil zakat sebagai pengelola zakat, 
muzzakki dan mustahiq.  
Penelitian yang dimulai dari proses wawancara, observasi serta dokumentasi 
yang dilakukan peneliti , peneliti melakukan penyederhanaan dan abstraksi data 
yang masih mentah. Kemudian peneliti melakukan reduksi hasil wawancara 
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ataupun data agar informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dapat dirancang 
secara sistematis yang kemudian memu dahkan dalam menganalisis data dan 
menarik kesimpulan. 
Dalam tahap analisis peneliti membat daftar pertanyaan sebagai bahan 
wawancara, pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti 
sendiri. Berikut ini adalah tahapan-tahapan untuk mengetahui bagaimana 
informasi yang di berikan oleh informan penelitian : 
1. Peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan dibuat untuk wawancara 
2. Peneliti melakukan wawancara kepada amil zakat sebagai pengelola zakat, 
kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada muzzakki zakat 
sebagai pembayar zakat dan yang terakhir peneliti juga melakukan 
wawancara kepada mustahiq zakat sebagai penerima zakat tentang 
akuntabilitas dan transparansi orgaisasi pengelola zakat BAZNAS 
Kabupaten Boyolali. 
3. Peneliti melakukan dokumentasi dilapangan guna mendapatkan informasi 
yang lebih akurat. 
4. Peneliti melakukan proses seleksi dan pemfokusan data yang diperoleh dari 
wawancara yang telah dilakukan. 
5. Peneliti menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan. 
  
4.1.1 Sejarah BAZNAS Kabupaten Boyolali 
BAZNAS Kabupaten Boyolali merupakan organisasi non structural 
pemerintah yang dibentuk untuk mengelola zakat di Kabupaten Boyolali. Sebelum 
menjadi BAZNAS, lembaga ini merupakan badan amil zakat daerah atau biasa 
34 
 
disebut BAZDA. BAZDA Boyolali terbentuk sesuai dengan keputusan bupati 
nomor 451/205/tahun 2009. Selanjutnya berdasarkan surat keputusn bupati nomor 
451.12/462 tahun 2014 tentang penetapan pimpinan BAZNAS Kabupaten 
Boyolali dengan masa kerja 2014-2019.  
 
4.1.2 Lokasi BAZNAS Kabupaten Boyolali 
BAZNAS Kabupaten Boyolali beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 
nomor 43 Pulisen, Boyolali. Telepon (0276) 322 19. Email : 
BAZNAS.byll@gmail.com. Website http://BAZNAS-Boyolali.com . 
 
4.1.3 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Boyolali 
1. Visi 
“Menjadi badan amil zakat yang amanah , akuntabel , bertanggungjawab dan 
berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan umat Islam 
di Kabupaten Boyolali”. 
2. Misi  
a. Meningkatkan pemhaman dan kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat. 
b. Mengelola ZIS secara professional , terstandarisasi berbasis teknologi internet 
“SIMBA” sehingga menjadi lembaga yang akuntabel dan dipercaya. 
c. Menyalurkan dan mendayagunakan ZIS secara optimal untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan keberdayaan mustahiq. 
d. Memperkuat ajringan dengan lembaga pengelola zakat, organisasi pemerintah 
daerah dan stakeholder terkait. 
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4.1.4 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Boyolali 
Struktur organisasi digunakan untuk mengetahui jabatan serta tugas masing 
masing amil zakat.  Sehingga akan tercipta hubungan tata kerja yang baik serta 
kerjasama yang harmonis antar karyawan amil zakat. Diharapkan dengn adanya 
struktur organisasi akan tercipta organisasi pengelola zakat yang baik. 
Gambar 4.1 
Struktur organisasi pengelola zakat 
BAZNAS Kabupaten Boyolali 
 
 
Berdasarkan keputusan BAZNAS Kabupaten Boyolali nomor : 001-1.A/ 
BAZNAS-KAB-02/V/tahun 2017 pembagian tugas pimpinan BAZNAS 
BOYOLALI Periode 2017-2022 yakni : 
1. Wakil ketua Bidang pengumpulan bertugas untuk melaksanakan 
pengelolaan pengumpulan zakat. 
Bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi : 
a. Menyusun strategi pengumpulan zakat  
b. Melaksanakan pengelolaan dan pngembangan data muzzakki. 
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c. Melaksanakan kampanye zakat. 
d. Melakukan pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat. 
e. Memberikan pelayanan kepada muzzakki. 
f. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat. 
g. Menyusun laporan dan memberikan pertanggungjawaban pengumpulan 
dana zakat. 
h. Melaksanakan penerimaan serta tindak lanjut complain taas layanan 
muzakki. 
i. Mengkoordinasi pelaksanan pengumpulan zakat. 
2. Wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan bertugas untuk 
melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
Bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi : 
a. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat  
b. Melaksanakan pengelolaan dan pngembangan data muztahiq. 
c. Melakukan pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat. 
d. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat. 
e. Menyusun laporan dan memberikan pertanggungjawaban 
pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. 
f. Mengkoordinasi pelaksanan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
3. Wakil ketua III bidang keuangan , SDM mempunyai tugas dalam 
melakukan perencanaan , pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan 
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keuangan, serta berperan dalam pengembangan dan perencanaan 
pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum. 
Bidang keuangan , SDM, dan Umum berfungsi untuk : 
a. Melaksanakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan , pengelolaan , 
evaluasi dan melaporkan pelaporan keuangan tahunan dan lima 
tahunan. 
b. Melaksanakan sistem akuntansi keuangan. 
c. Menyusun strategi pengelolaan amil yang meliputi : perencanaan, 
rekrutmen amil, dan pengembangan sumber daya manusia. 
d. Melaksanakan administrasi perkantoran. 
e. Menyusun rencana strategi dan pelaksanaaan komunikasi BAZNAS 
kepada masyarakat. 
f. Melakukan pengadaan , pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan 
pelaporan asset. 
g.  Memberikan rekomendasi pembukaan perwakilan UPZ berskala 
Kabupaten. 
4. Kapala satuan audit internal mempunyai tugas dalam pelaksanaan audit 
keuangan, audit manajemen , audit mutu, dan audit keptuhan internal 
BAZNAS Kabupaten. 
Satuan audit menyelenggarakan fungsi : 
a. Menyiapkan program audit. 
b. Melaksanakan audit. 
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c. Melaksanakan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua 
BAZNAS 
d. Penyusunan laporan hasil audit. 
e. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal. 
 
4.2 Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pada BAZNAS Boyolali 
    Dalam penelitian terkait akuntabilitas pada BAZNAS Boyolali peneliti 
menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti 
menggunakan beberapa narasumber yakni amil, muzzakki dan mustahik 
sehingga dapat dijelaskan pada tabel berikut : 
Tabel 4.1 
Tabel Pengumpulan Dokumen 
No
.  
    Narasumber  
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1. S.K pendirian 
BAZNAS 
✓ ✓ ✓ ✓ - - - - 
2.  S.K tugas dan 
wewenang 
✓ ✓ ✓ ✓ - - - - 
3.  Laporan keuangan ✓ ✓ ✓ - - ✓ - - 
4. Strategi 
pengumpulan 
zakat hingga 
pendistribusian 
✓ ✓ ✓ - - - - - 
5. Bukti penerimaan 
zakat 
✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 
6. Bukti penyaluran 
zakat 
✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Tabel 4.2 
Tabel Pemahaman Wawancara 
No
.  
    Narasumber  
 
 
Dokumen  
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1. S.K pendirian 
BAZNAS 
✓ ✓ ✓ - - - - - 
2.  S.K tugas dan 
wewenang 
✓ ✓ ✓ ✓ - - - - 
3.  Laporan keuangan ✓ ✓ ✓ - - ✓ - - 
4. Strategi 
pengumpulan 
zakat hingga 
pendistribusian 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - 
5. Bukti penerimaan 
zakat 
✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 
6. Bukti penyaluran 
zakat 
✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
Dari tabel tersebut peneliti melakukan penelitian serta mengumpulkan data 
yang relevan terkait akuntabilitas dan transparansi BAZNAS Kabupaten Boyolali. 
Sehingga dengan penelitian tersebut peneliti bisa mengumpulkan data, memilah 
data yang penting kemudian mereduksi data serta mengambil kesimpulan. 
 
4.2.1 Penerapan Akuntabilitas pada BAZNAS Boyolali 
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 
a. Adanya Kepatuhan Hukum Dan Peraturan Serta Perundang-Undangan 
Yang Berlaku. 
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Peraturan hukum maupun perundang-undangan yang dipatuhi oleh 
BAZNAS Boyolali seperti pendirian BAZNAS yang sesuai dengan SK dari 
pemerintah daerah Kabupaten Boyolali, laporan keuangan yang harus dilaporkan 
pada pemerintah daerah serta BAZNAS pusat. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
dari amil (1) dan amil (4) BAZNAS Kabupaten Boyolali bahwa pendirian 
BAZNAS Boyolali sesuai SK dari Bupati. Sedangkan untuk laporan keuangan 
BAZNAS Kabupaten Boyolali melaporkan pada pemerintah Kabupaten dan juga 
BAZNAS pusat melalui aplikasi SIMBA. 
Pernyataan tersebut juga didukung oleh salah satu muzzakki (1) 
BAZNAS Kabupaten Boyolali bahwa muzzakki tersebut pernah membantu 
merintis  BAZNAS Kabupaten Boyolali sejak ada UU tahun 2014 lalu 
ditindaklanjuti oleh pemkab Boyolali akhirnya jadi BAZNAS Kabupaten Boyolali 
yang sebelumnya itu namanya BAZDA. 
Berdasarkan keterangan dari amil (1) dan (4) maupun muzzakki (1) 
BAZNAS dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Boyolali sudah cukup 
baik dalam menaaati peraturan dan hukum lain yang berlaku. Didukung oleh SK 
pendirian BAZNAS Kabupaten Boyolali maka segala aktifitas OPZ dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti kepatuhan hukum syariah 
yang ditaati oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali diantaranya yakni tidak adanya 
jabat tangan antara laki-laki dan perempuan serta pencatatan yang diketahui oleh 
ketua serta sub bagian keuangan. 
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2. Adanya Pelaksanaan Kegiatan yang Sesuai SK Untuk Menghindari 
Penyalahgunaan Jabatan Maupun Penyelewengan Dana Zakat 
Dalam melaksanakan setiap kegiatan BAZNAS Boyolali sudah terbentuk 
beberapa devisi untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini di lakukan untuk 
menghindari penyalahgunaan jabatan maupun penyelewengan dana zakat yang 
dilakukan oleh amil / karyawan BAZNAS Kabupaten Boyolali. Berikut ini adalah 
pernyataan dari amil (2) BAZNAS Kabupaten Boyolali bahwa dengan adanya SK 
nomor : 001-1.A/ BAZNAS-KAB-02/V/tahun 2017 pembagian tugas pimpinan 
BAZNAS BOYOLALI Periode 2017-2022 yang mengatur tugas dan wewenang 
masing-masing jabatan. 
Peneliti juga menemukan dokumen berupa SK dari keputusan ketua 
badan amil zakat  nasional  Kabupaten Boyolali nomor  : 001-1.A/ BAZNAS-
KAB-02/ V/ tahun 2017 tentang pembagian tugas pimpinan  badan amil zakat 
nasional Kabupaten Boyolali periode 2017 – 2022. Sehingga dengan adanya SK 
yang telah ditetapkan diharapkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan 
wewenang sesuai jabatan masing-masing. 
Dalam penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Boyolali belum 
menyalurkan ke 8 asnaf mustahiq zakat dikarenakan BAZNAS Kabupaten 
Boyolali memprioritaskan yang ada seperti Fakir, miskin, amil, fisabilillah, dan 
ibnu sabil. Pendistribusian ini didasarkan atas skala prioritas dengan 
memperhatikan pemerataan, keadilan dan kewilayahan BAZNAS Kabupaten 
Boyolali. Seperti yang dikemukakan oleh amil (1) BAZNAS Kabupaten Boyolali  
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bahwa sejauh ini BAZNAS Kabupaten Boyolali belum menyalurkan ke 8 asnaf 
karena terfokus pada ekonomi produktif dan memprioritaskan yang ada. 
Pernyataan tersebut diperkuat oleh amil (3) BAZNAS Kabupaten 
Boyolali bahwa survey yang dilakukan belum smpai 8 asnaf karena fokus 
BAZNAS Kabupaten Boyolali di ekonomi produktif jadi biasanya survey yang 
dilakukan sesuai program Boyolali lima, kebanyakan fakir, miskin, fi sabilillah, 
amil, dan ibnu sabil. 
Menurut mazhab Syafi’i dan Hambali , zakat boleh diberikan kepada 
empat atau lima golongan orang seperti : panitia zakat (amil) , mualaf , orang 
yang ikut berperang, dan orang yang berhutang demi kepentingan keluarganya 
(Wahbah,2000:294) . Sedangkan , menurut mazhab Maliki, memberikan zakat 
kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok yang 
lainnya merupakan sunnah.  
Dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Boyolali telah 
melaksanakan setiap tugasnya sesuai dengan SK yang berlaku namun belum 
adanya SOP yang telah ditetapkan oleh pimpinan / ketua BAZNAS Kabupaten 
Boyolali. Sedangkan dalam proses pendistribusiannya BAZNAS Kabupaten 
Boyolali belum merealisasikannya kepada 8 asnaf. 
3. Akuntabilitas Proses 
a.       Adanya Prosedur untuk Melaksanakan Kegiatan yang Dilakukan OPZ 
Prosedur dalam melaksanakan kegiatan oleh BAZNAS Boyolali yakni 
dengan PRA (Parcipatory Rural Appraisal). PRA merupakan pendekatan dan 
metode yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisis 
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masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara 
nyata. Seperti yang dikemukakan oleh amil (2) BAZNAS Boyolali dengan 
menggunakan PRA sebagai metode untuk memberdayakan ekonomi produktif 
terkhusus pada Boyolali utara karena disana sangat minus sekali kondisi 
masyarakatnya. 
Peneliti menemukan dokumen bagaimana proses umum PRA  
1. Persiapan PRA  
a) Pelatihan 
b) Penyusunan tim PRA 
c) pendefinisian tujuan PRA 
d) Pembuatan desain kegiatan PRA 
e) Kunjungan awal 
2. Pelaksanaan PRA 
a) Penjelasan maksud, tujuan dan proses PRA 
b) Diskusi penggalian informasi 
c) Pendokumentasian hasil diskusi 
d) Presentasi hasil diskusi  
e) Perumusan rencana aksi 
3. Tindak lanjut PRA  
a) Perincian rencana aksi 
b) Pelaksanaan. 
Pelaksanaan PRA secara singkat dijelaskan oleh amil (1) BAZNAS 
Kabupaten Boyolali prosedurnya yakni survey lokasi yang dilakukan oleh bagian 
44 
 
amil (3) kemudian melakukan wawancara dengan warga sekitar serta RT , RW  
dengan surat ijin dari amil (1) dengan memberikan keterangan tempat yang di 
survey dan harus melakukan dokumentasi setelah sampai tujuan. 
 
Sehingga dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Boyolali benar-benar 
selektif dalam menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq zakat agar tidak salah 
sasaran dalam penyaluran zakat.  
b. Adanya Sistem yang Menunjang Kegiatan yang Dilakukan oleh OPZ 
Dalam memudahkan segala proses pencatatan dana yang dikumpulkan 
serta didistribusikan BAZNAS menggunakan aplikasi sistem manajemen 
informasi BAZNAS atau biasa dikenal dengan sebutan SIMBA. SIMBA 
merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan 
penyimpanan data adan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional.  
SIMBA diperkenalkan sejak tahun 2012 dan diikuti oleh BAZNAS 
tingkat provinsi maupun Kabupaten atau kota. Amil (1) BAZNAS Kabupaten 
Boyolali menyatakan bahwa sistem yang menunjang kegiatan BAZNAS 
Kabupaten Boyolali adalah aplikasi SIMBA yang sudah di perkenalkan 
pemerintah untuk memudahkan proses menginput serta mengolah data. 
Pernyataan tersebut diperkuat dengan muzzakki (1) BAZNAS Kabupaten 
Boyolali yang ikut merintis BAZNAS Kabupaten Boyolali jika dulu pencatatan 
masih manual kemudian muncul aplikasi SIMBA dan mulai dipraktekkan pada 
tahun 2014. 
Beberapa fitur yang dimiliki SIMBA yakni : 
1) Penghimpunan dana ZIS 
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2) Penyaluran dan penggunaan dana ZIS 
3) Pencatatan aset 
4) Mencetak bukti setor zakat  
5) Menerbitkan kartu NPWZ (nomor pokok wajib zakat) 
6) Manajemen anggaran 
7) Mencetak 89 jenis laporan yang standard. 
Sehingga BAZNAS kota, provinsi ataupun pusat menggunakan aplikasi 
SIMBA untuk menginput serta memproses data baik pengumpulan serta 
pendistribusian dana zakat. Melalui pengamatan peneliti lewat media sosial dari 
BAZNAS Kabupaten Boyolali mendapat peringkat ke empat sebagai operator 
teraktif SIMBA pada Januari 2018.  
3.       Akuntabilitas Program 
a.  Pelaksanaan Program Sudah Sesuai dengan Tujuan OPZ 
Dalam melaksanakan programnya BAZNAS Kabupaen Boyolali 
menggunakan sistem evaluasi. Evaluasi kegiatan dilaksanakan setiap satu minggu 
sekali, hal ini sesuai dengan pernyataan dari amil (1) dan amil (2) BAZNAS 
Kabupaten Boyolali dengan mengadakan evaluasi kegiatan setiap satu minggu 
sekali untuk mengetahui kinerja dan mengevaluasi kegiatan yang telah BAZNAS 
Kabupaten Boyolali lakukan.  
Dalam melakukan evaluasi setiap satu minggu sekali semua karyawan 
harus ikut terlibat agar semua tau tentang kegiatan dan pelaksanaan pengumpulan 
, pencatatan serta pendayagunaan dana zakat. Terlebih dengan jumlah karyawan 
dengan berbeda devisinya jadi biar tau kinerja masing-masing devisinya. 
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Perrnyataan dari ketua umum BAZNAS Kabupaten Boyolali juga didukung oleh 
muzzakki (1) BAZNAS Kabupaten Boyolali bahwa ada  matriks yang digunakan 
dalam penyaluran program BAZNAS Kabupaten Boyolali yakni Boyolali LIMA 
dan adanya rapat untuk evaluasi. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Boyolali telah 
menerapkan kegiatan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan kinerja BAZNAS 
Kabupaten Boyolali yang harus diketahui oleh semua devisi organisasi pengelola 
zakat. 
b.  Adanya Strategi untuk Melaksanakan Setiap Program dari OPZ 
Dalam melaksanakan setiap program yang dilakukan oleh OPZ BAZNAS 
Kabupaten Boyolali menyiapkan strategi berupa membuat sasaran mustahiq guna 
menerima zakatnya dengan cara menelusuri desa terpencil di area Boyolali utara 
yang memang sangat menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Boyolali.  
BAZNAS Boyolali bekerjasama dengan pemerintah kota Boyolali dan 
didukung dengan kecamatan tersebut untuk melakukan pengamatan serta untuk 
mendapatkan informasi yang akurat dan relevan tetang target yang dituju. Setelah 
mendapatkan informasi maka BAZNAS boyoali mendatangi lokasi tersebut untuk 
menyurvei lokasi dan mustahiq serta bantuan apa saja yang dibutuhkan mustahiq 
tersebut.  
Amil (3) BAZNAS Kabupaten Boyolali menyatakan bahwa strategi yang 
dilaksanakan disetiap programnya yakni yang pertama mengidentifikasi potensi 
calon muztahiq, selanjutnya mengkoorninasikan dengan OPD,LAZ dan Ormas, 
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kemudian melakukan pendampingan mustahiq dan yang terakhir kami 
bekerjasama dengan Non – Government Organization (NGO) atau LSM. 
 
Pernyataan tersebut didukung oleh hasil observasi peneliti pada kantor 
BAZNAS Kabupaten Boyolali serta salah satu narasumber muztahiq zakat yang 
mendapatkan bantuan gerobak siomay. Seperti yang dikemukakan oleh  mustahiq 
(1) BAZNAS Kabupaten Boyolali bahwa sebelum menerima bantuan ditawari 
oleh amil BAZNAS bahwa gerobaknya sudah tidak layak pakai kemudian amil 
memberikan tawaran bantuan untuk dibelikan gerobak. 
Dengan membentuk persatuan pedagang asongan disekitar mustahiq (1) 
berjualan kemudian amil BAZNAS Kabupaten Boyolali menyurvey setiap 
pedagang asongan kemudian bagi yang mendapatkan bantuan diwajibkan 
mengumpulkan KTP dan KK. Survey dilakukan di rumah mustahiq dengan 
bantuan RT dan warga sekitar tentang bagaimana kondisi ekonomi calon 
mustahiq. Sekitar 4 bulan lamanya calon mustahiq diseleksi akhirnya hanya 8 
orang yang mendapat bantuan gerobak.  
Dari pernyataan tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa 
BAZNAS Kabupaten Boyolali melakukan koordinasi kepada semua pihak terkait 
agar tidak salah sasaran ataupun target dalam pendistribusian  zakat. Dalam 
pendistribusian zakat  BAZNAS Kabupaten Boyolali tidak memberikan bantuan 
berupa uang tunai namun barang yang dapat dimanfaatkan oleh mustahiq zakat. 
4.  Akuntabilitas Kebijakan 
a. Adanya Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Zakat Kepada Pemerintah 
Maupun Masyarakat 
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Pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS 
Kabupaten Boyolali ditujukan kepada pemerintah serta BAZNAS pusat yang 
dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Seperti yang dikemukakan amil (1) 
BAZNAS Kabupaten Boyolali bahwa BAZNAS Kabupaten Boyolali wajib 
melaporkan pelaksanaan pengelolaan dana ZIS kepada BAZNAS Provinsi dan 
bupati setiap semester dan akhir tahun. 
Dari pernyataan tersebut peneliti mencoba menelusuri siapa saja yang 
diberikan laporan pengelolaan dana ZIS. Salah satu muzzaki zakat BAZNAS 
Kabupaten Boyolali memberikan keterangan bahwa memang laporan pengelolaan 
dana ZIS diberikan kepada pemkab Kabupaten Boyolali sedangkan untuk muzzaki 
zakat mendapatkan laporan umpan balik atau realisasi dan pendayagunaan dana 
ZIS. Peneliti menemukan dokumen yang mendukung bahwa pernyataan sub 
bagian keuangan benar adanya. Peneliti menemukan dokumen disalah satu 
muzzakki laporan relisasi dan pendayagunaan dana ZIS.  
b.  Adanya Partisipasi Karyawan Dalam Pengambilan Keputusan 
Partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan sangatlah penting 
dalam suatu organisasi. Beberapa manfaat partisipasi karyawan dalam 
pengambilan keputusan yakni sebagai peningkatan tanggung jawab, 
menumbuhkan krestifitas dan inovasi serta dapat menumbuhkan keinginan untuk 
memberikan yang lebih baik dalam suatu organisasi.  
Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh BAZNAS Boyolali 
dilakukan setiap kali ada briefing yakni satu minggu sekali untuk mengetahui 
kinerja BAZNAS Kabupaten Boyolali serta mengetahui partisipasi karyawan 
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disaat diadakannya briefing. Berikut adalah  pernyataan dari amil (2) BAZNAS 
Kabupaten Boyolali semua amil selalu mengadakan evaluasi minimal satu bulan 
sekali sehingga semua karyawan menegtahui akan kinerja BAZNAS setiap 
bulannya. 
Pernyataan tersebut juga didukung oleh amil (3) BAZNAS Kabupaten 
Boyolali bahwa dengan adanya rapat semua amil harus hadir semuanya supaya 
amil mengetahui kinerja masing-masing. Disamping itu amil juga bisa cek di 
aplikasi SIMBA tentang pencatatannya mbak kami bisa crosscek masing-masing. 
Disamping itu peneliti juga mencari tahu akan kebenaran informasinya 
pada media sosial BAZNAS Kabupaten Boyolali yang diunggah pada 16 april 
2018 dan pada 23 Juli 2018 terkait dengan optimalisasi pednsitribusian ZIS 
semester II. Pada unggahan tersebut terlihat semua karyawan BAZNAS 
Kabupaten Boyolali hadir untuk berkontribusi dalam rapat koordinasi. 
 
4.2.2 Penerapan Transparansi pada BAZNAS Boyolali 
1.     Adanya Media Informasi Untuk Mempublikasikan Kegiatan Yang Dilakukan 
Oleh Pengelola Zakat. 
Media informasi dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh 
organisasi pengelola zakat pada BAZNAS Boyolali yakni dengan menggunakan 
media sosial. Hal ini sebagai bentuk perwujudan tranparansi dari BAZNAS 
Boyolali , seperti yang dikemukakan oleh amil (1) bahwa BAZNAS Kabupaten 
Boyolali menggunakan media sosial seperti Instagram, twitter dan facebook 
karena mengikuti perkembangan jaman daripada harus meng-upload melalui 
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website.Pernyataan amil (1) didukung oleh muzzakki (1) BAZNAS Kabupaten 
Boyolali adanya informasi yang dipublikasikan melalui Instagram sama facebook. 
 
Kemajuan teknologi mempermudah amil dalam mempublikasikan agenda 
ataupun kegiatan dari BAZNAS Kabupaten Boyolali. Peneliti menemukan bukti 
bahwa BAZNAS Kabupaten Boyolali telah mempublikasikan kegiatannya lewat 
media sosial seperti Facebook, Instagram serta Twitter, bukan hanya informasi 
kegiatan yang dipublikasikan namun kata-kata bijak untuk tetap melakukan 
kebaikan pun tercantum di media sosial BAZNAS Kabupaten Boyolali. 
2.      Adanya Laporan Berkala Mengenai Pengelolaan Dana Zakat. 
Laporan berkala pada BAZNAS Boyolali yang ditujukan yakni setiap bulan 
namun belum ada publikasi dalam media sosialnya ,sehingga apabila public ingin 
mengetahui laporan keuangan yang dibuat pada BAZNAS Kabupaten Boyolali 
maka harus datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali. 
Hal ini seperti yang salah satu muzzakki (1) BAZNAS Kabupaten Boyolali 
untuk mengetahui laporan keuangan harus datang kekantor BAZNAS Kabupaten 
Boyolali yang berbentuk buku tebal yang berisi rincian dana pengumpulan hingga 
pendistribusian zakat. 
Pernyataan muzzakki (1) tersebut didukung oleh pernyataan amil (1) 
BAZNAS Kabupaten Boyolali bahwa laporan keuangan ada 2 yakni setiap 
semester dan laporan tahunan karena BAZNAS Kabupaten Boyolali wajib 
melaporkan ke BAZNAS Provinsi dan PEMKAB Boyolali ke Bupati. 
Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan dokumen 
berbentuk laporan tahunan pada tahun 2017 pada kantor BAZNAS Kabupaten 
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Boyolali. Dokumen laporan tersebut merupakan realisasi dan pendayagunaan dana 
ZIS selama satu tahun. 
 
3.      Adanya Laporan Tahunan Yang Dipublikasikan Kepada Publik. 
Laporan keuangan belum disajikan kepada publik pada media sosial 
maupun website dari BAZNAS Boyolali, hal ini dikarenakan belum adanya audit 
dari auditor eksternal. Peneliti menemukan dalah satu bukti laporan tahunan yang 
berbentuk matrik yang dipublikasikan kepada publik melalui media sosial 
BAZNAS Kabupaten Boyolali. Berikut pernyataan dari amil (3) BAZNAS 
Kabupaten Boyolali menyatakan bahwa belum adanya publikasi laporan keuangan 
karena belum adanya audit laporan keuangan. 
Sejauh ini audit yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali hanya 
dilakukan oleh audit internal BAZNAS Kabupaten Boyolali. Hal ini dilakukan 
karena kurang sempurnanya pencatatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten 
Boyolali. 
Tetapi muzzakii BAZNAS Kabupaten Boyolali mendapatkan laporan 
realisasi distribusi dan pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Boyolali selama 
satu tahun. Peneliti menemukan dokumen realisasi distribusi dan pendayagunaan 
ZIS BAZNAS Kabupaten Boyolali dari salah satu muzzakki. 
4. Adanya Kriteria Informasi Yang Dipublikasikan Kepada Publik 
BAZNAS Boyolali berusaha mempublikasikan informasi yang uptodate 
disetiap harinya. Informasi yang disajikan kepada publik harus dapat diandalkan 
dan dapat dipercaya seperti contoh ketika adanya pendistribusian zakat yang 
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dilakukan BAZNAS Boyolali , laporan pentasyarufan zakat , kegiatan apa yang 
dilakukan BAZNAS Boyolali pada hari itu.  
Amil (2) BAZNAS Kabupaten Boyolali menyatakan bahwa informasi yang 
di sajikan kepada publik harus relevan, andal , dan dapat dipercaya,karena 
BAZNAS Kabupaten Boyolali merupakan lembaga yang terpercaya dalam 
menyalurkan kegiatan pendayagunaan dana zakat. Pernyataan dari ketua 
BAZNAS Kabupaten Boyolali didukung dengan pernyataan muzzakki (1) bahwa 
informasi yang dipublikasikan harus relevan dan dapat dipertanggungjawabkan 
kebenaran informasinya. 
Dari hasil observasi peneliti menemukan kebenaran informasi tersebut salah 
satunya ketika kegiatan pendistribusian gerobak cilok yang di unggah pada 
media sosial BAZNAS Kabupaten Boyolali. Gerobak tersebut di distribusikan 
kepada pedagang asongan di objek wisata Tlatar , Boyolali sejumlah 8 gerobak 
siomay yang kebetulan menjadi salah satu narasumber peneliti.  
 
4.3 Pembahasan Akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Boyolali 
1. Akuntabilitas Hukum Dan Kejujuran 
Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan 
adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku. Sedangkan, 
akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. 
Akuntabilitas hukum terkait dengan pendirian BAZNAS Kabupaten Boyolali. 
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan 
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dengan cara pembagian devisi karyawan OPZ agar bekerja sesuai dengan standar 
operasional prosedur (SOP). 
Akuntabilitas hukum dan kejujuran yang sudah diterapkan pada BAZNAS 
Kabupaten Boyolali diantaranya : 
1. Adanya SK pendirian BAZNAS Kabupaten Boyolali yakni : 
a. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. 
b. Peraturan Badan Amil Zakat Nomer 3 Tahun 2014 tentang Organisasi 
dan Tata kerja Badan Amil Zakat Propinsi dan BadanAmi Zakat 
Kabupaten/Kota 
2. Adanya SK pembagian tugas dan wewenang masing-masing jabatan 
dengan keputusan ketua Badan Amil Zakat  Nasional  Kabupaten 
Boyolali nomor:001-1.a/BAZNAS-kab-02/v/tahun 2017 tentang 
pembagian tugas pimpinan  Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 
Boyolali periode 2017 - 2022 
3. Adanya kepatuhan dalam melaporkan pengumpulan serta 
pendayagunaan dana ZIS kepada Pemkab Boyolali serta muzzakki 
Kabupaten Boyolali. 
4. Pencatatan dan transaksi yang jujur , sehingga pencatatan dana ZIS 
diketahui bukan hanya pada bagian pengumpulan dan pendistribusian 
tetapi juga bagian keuangan dan ketua umum.  
2. Akuntabilitas Proses 
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Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang 
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik , baik dari segi sistem 
informasi akuntansi, sistem informasi manajemen maupun prosedur administrasi. 
Pengelolaan organisasi seperti organisasi pengelola zakat harus memiliki sistem 
informasi maupun prosedur administrasi yang dapat menunjang kinerja organisasi 
pengelola zakat. 
Akuntabilitas proses yang telah diterapkan pada BAZNAS Kabupaten 
Boyolali diantaranya : 
1. Mekanisme pelayanan mustahiq  
a) Pertama melakukan identifikasi calon mustahiq  
b) Kedua yakni melakukan pencatatan dan mengagendakan survei calon 
mustahiq. 
c) Ketiga , melakukan survey kepada calon mustahiq yang diketahui RT, 
RW dan warga setempat.Amil yang bertugas untuk mensurvey calon 
mustahiq harus mendapatkan surat ijin perjalanan yang diketahui oleh 
ketua umum BAZNAS Kabupaten Boyolali serta akan diberikan 
batasan waktu ketika melakukan tugas dilapangan. 
d)  Keempat melakukan pembahasan hasil survey dan melakukan rapat 
koordinasi dengan semua karyawan BAZNAS Kabupaten Boyolali 
untuk pengambilan keputusan.  
e) Kelima, amil menyiapkan administrasi dan distribusi. Dalam kegiatan 
ini amil memesan atau membeli barang yang dibutuhkan mustahiq. 
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Pembelian atau pemesanan barang harus memakai nota atau kwitansi 
dari penjual.  
f) Keenam ,amil membayar barang tersebut dengan uang serta kuitansi 
yang diketahui oleh sub bagian keuangan serta ketua umum BAZNAS 
Kabupaten Boyolali. Sedangkan sub bagian keuangan wajib mencatat 
uang keluar pada aplikasi SIMBA. 
g) Ketujuh ,mustahiq akan mendapatkan bantuan berupa barang yang 
dibutuhkan.  
h) Langkah terakhir yakni pengarsipan dokumen. 
2. Mekanisme penghimpunan ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten 
Boyolali yakni ‘ 
a) Pertama , BAZNAS Kabupaten Boyolali membentuk unit pengumpul 
zakat (UPZ) di setiap Organisasi perangkat daerah (OPD), badan 
usaha milik daerah (BUMD) , serta perusahaan – perusahaan tingkat 
daerah dan instansi vertical yang berada di daerah Boyolali. 
b) Kedua, menerima dana Zakat, Infak, shadaqah (ZIS) secara langsung 
dari muzzakki masyarakat umum. 
3. Mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten 
Boyolali 
a) Pertama, pendistribusian ZIS secara konsumtif diberikan kepada 
mustahik fakir yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan 
makan dan minum sehari-hari. 
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b) Kedua , pendistribusian dan pendayagunaan ZIS secara produktif 
dislurkan kepada orang miskin yang akan merintis usaha atau yang 
sudah mempunyai kegiatan ekonomi dan membutuhkan 
pengembangan. 
c) Ketiga , pendistribusian dan pendayagunaan ZIS secara edukatif 
untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat mustahik 
berdasarkan potensi yang ada melalui program zakat community 
development (ZCD). 
3. Akuntabilitas Program 
Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan 
apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah 
mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan 
biaya yang minimal. Hal ini terkait dengan program yang akan dilaksanakan , 
strategis apa yang harus ditempuh dan bagaimana hasil dari program yang 
dilaksanakan. 
Program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali sesuai dengan 
pembidangan pendistribusian 8 asnaf yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, 
gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kesesuaian program yang dilakukan oleh 
BAZNAS Kabupaten Boyolali ditunjukkan dengan adanya program boyolali lima 
yakni : 
1. Boyolali Peduli merupakan program BAZNAS Kabupaten Boyolali 
untuk kepedulian lingkungan seperti penyediaan air bersih, kebakaran, 
rehab rumah serta musafir dan jadup.  
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2. Boyolali Makmur merupakan program BAZNAS Kabupaten Boyolali 
untuk memberdayakan umat guna menunjang ekonomi produktif seperti 
gerobak, mesin jahit, kambing, serta alat usaha lainnya. 
3. Boyolali Sehat merupakan program BAZNAS Kabupaten Boyolali untuk 
kesehatan masyarakat yang kurang mampu, seperti biaya berobat, 
sanitasi, kursi roda dan kaki palsu. 
4. Boyolali Cerdas merupakan program BAZNAS Kabupaten Boyolali 
untuk anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah mulai dari 
SD/MI hingga mahasiswa serta santri.  
5. Boyolali Taqwa  merupakan program BAZNAS Kabupaten Boyolali 
untuk kegiatan dakwah maupun syi’ar seperti pembangunan tempat 
ibadah, karpet musholla, kegiatan Da’I serta tunjangan untuk guru 
mengaji. 
Dalam melaksanakan strategi pengumpulan serta penyaluran dana ZIS 
BAZNAS Kabupaten Boyolali membuat target pengumpulan serta penyalurannya 
kemudian dibuat matriks guna mengetahui keoptimalan pendayagunaan dana ZIS. 
Hal ini bertujuan untuk mengetahui keoptimalan pendistribusian dan 
pendayagunaan dana ZIS yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Boyolali. 
4. Akuntabilitas Kebijakan  
Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan 
pertanggungjawaban suatu organisasi kepada pemerintah dan masyarakat luas. 
Dalam akuntabilitasa kebijakan diharapkan organisasi pengelola zakat mampu 
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menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk tanggungjawab kepada pemerintah 
ataupun publik. 
Akuntabilitas kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali 
yakni dengan melaporkan pelaksanaan ZIS kepada BAZNAS Provinsi dan bupati 
setiap semester dan akhir tahun namun laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS 
belum diaudit oleh auditor syariah dan akuntan publik. Laporan pelaksanaan ZIS 
selama ini hanya diaudit oleh auditor internal. 
Partisipasi karyawan dalam BAZNAS Kabupaten Boyolali diwujudkan 
dalam rapat koordinasi seperti dalam pengambilan keputusan penentuan calon 
mustahiq yang tepat serta optimalisasi pendistribusian dana ZIS. Rapat koordinasi 
dilakukan setiap satu minggu sekali. 
 
4.4 Pembahasan Transparansi BAZNAS Kabupaten Boyolali 
Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan 
yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksaannya serta 
hasil-hasil yang dicapai (Fatmawati,Neneng & Nurdin 2016). Hal ini 
mengindikasikan bahwa setiap organisasi pemerintahan ataupun organisasi nirlaba 
harus selalu terbuka akan keberadaan infomasi yang dipublikasikan kepada 
publik.  
Berikut ini merupakan hasil penelitian terkait dengan transparansi organisasi 
pengelola zakat pada BAZNAS Kabupaten Boyolali yang telah di laksanakan : 
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1. BAZNAS Kabupaten Boyolali menggunakan media sosial seperti 
facebook, Instagram, dan twitter dalam menyebarluaskan informasi. 
Facebook BAZNASboyolali 
Instagram BAZNASboyolali 
Twitter  @BAZNASBoyolali 
2. BAZNAS Kabupaten Boyolali mempublikasikan laporan berkala kepada 
pemkab Boyolali dan kepada BAZNAS provinsi setiap satu semester 
serta laporan tahunan yang dilaporkan pada pemkab Boyolali, BAZNAS 
provinsi serta BAZNAS pusat dan muzzakki BAZNAS Kabupaten 
Boyolali. Laporan tahunan diberikan kepada muzzakki BAZNAS 
Kabupaten Boyolali pada awal tahun baru berupa realisasi dan 
pendayagunaan dana ZIS selama satu tahun sebelumnya.  
3. Kriteria informasi yang disajikan kepada publik yakni informasi harus 
relevan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta informasi 
yang diterima dapat bermanfaat bagi penerima informasi. 
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4.4 Hasil Analisis  
Tabel 4.3 
Analisis Akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Boyolali 
 
No
. 
Akuntabilitas Teori Implementasi 
1. Adanya 
kepatuhan hukum 
dan peraturan 
serta perundang-
undangan yang 
berlaku. 
 
Menurut Elwood (1993) 
Akuntabilitas hukum 
terkait dengan jaminan 
adanya kepatuhan 
terhadap hukum dan 
peraturan lain yang 
berlaku. Sedangkan, 
akuntabilitas kejujuran 
terkait dengan 
penghindaran 
penyalahgunaan jabatan  
1. BAZNAS Kabupaten 
Boyolali sudah patuh 
terhadap UU RI nomor 3 
tahun 2014 
2. segala pencatatan 
menghadirkan adanya 
saksi terkait terutama 
harus diketahui ketua dan 
bendahara BAZNAS 
Kabupaten Boyolali 
2. Adanya 
pembentukan 
devisi sesuai 
dengan SK untuk 
menghindari 
penyalahgunaan 
jabatan maupun 
penyelewengan 
dana zakat 
1.BAZNAS Kabupaten 
Boyolali membentuk 
beberapa devisi untuk 
mempermudah 
pendistribusian zakat 
kepada 8 asnaf. 
 
2. adanya SK nomor : 001-
1.A/ BAZNAS-KAB-
02/V/tahun 2017 pembagian 
tugas pimpinan BAZNAS 
BOYOLALI Periode 2017-
2022 yang mengatur tugas 
dan wewenang masing-
masing jabatan 
3. Adanya prosedur 
untuk 
melaksanakan 
kegiatan yang 
dilakukan oleh 
OPZ. 
Menurut Elwood (1993) 
Akuntabilitas proses 
terkait dengan prosedur 
yang digunakan dalam 
pelaksanaan kegiatan 
sudah cukup baik , baik 
dari segi sistem 
informasi akuntansi, 
sistem informasi 
manajemen maupun 
prosedur administrasi 
1.Adanya prosedur yang 
dibuat oleh ketua BAZNAS 
Kabupaten Boyolali dan 
ditaati oleh semua karyawan 
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Lanjutan tabel 4.1 
No
. 
Akuntabilitas Teori Implementasi 
4. Adanya sistem 
untuk menunjang 
kegiatan yang 
dilakukan oleh 
OPZ. 
 
Menurut Elwood (1993) 
Akuntabilitas proses 
terkait dengan prosedur 
yang digunakan dalam 
pelaksanaan kegiatan 
sudah cukup baik , baik 
dari segi sistem 
informasi akuntansi, 
sistem informasi 
manajemen maupun 
prosedur administrasi 
1.BAZNAS Kabupaten 
Boyolali menggunakan 
aplikasi SIMBA untuk 
menunjang kegiatan 
pencatatan ZIS 
5. Pelaksanaan 
program sesuai 
dengan tujuan 
OPZ. 
 
Menurut Elwood (1993) 
Akuntabilitas program 
terkait dengan 
pertimbangan apakah 
tujuan yang telah 
ditetapkan dapat dicapai 
atau tidak dan apakah 
telah 
mempertimbangkan 
alternatif program yang 
memberikan hasil 
optimal dengan biaya 
yang minimal. Hal ini 
terkait dengan program 
yang akan dilaksanakan 
, strategis apa yang 
harus ditempuh dan 
bagaimana hasil dari 
program yang 
dilaksanakan. 
1. BAZNAS Kabupaten 
Boyolali menggunakan 
target dan pencapaiannya 
melalui matriks. 
6. Adanya strategi 
untuk 
melaksanakan 
setiap program 
dari OPZ. 
1.Strategi dengan tehnik 
PRA yakni berkoordinasi 
dengan pihak-pihak terkait 
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Lanjutan Tabel 4.1  
No
. 
Akuntabilitas Teori Implementasi 
7. Adanya 
pertanggungjawa
ban pengelolaan 
dana zakat kepada 
pemerintah 
maupun 
masyarakat. 
Menurut Elwood (1993) 
Akuntabilitas kebijakan 
terkait dengan 
pertanggungjawaban 
suatu organisasi kepada 
pemerintah dan 
masyarakat luas.. 
1.Pertanggungjawaban 
pengelolaan dana terfokus 
pada pemerintah serta 
muzzakki BAZNAS 
Kabupaten Boyolali 
8. Adanya  
partisipasi 
karyawan untuk 
pengambilan 
keputusan 
 
1. BAZNAS Kabupaten 
Boyolali mengadakan 
briefing ketika akan 
melakukan setiap program 
dan melakukan evaluasi 
program yang telah 
dilaksanakan 
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Tabel 4.2 
Analisis Transparansi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali 
No. Transparansi Teori Implementasi 
1. Adanya media 
informasi untuk 
mempublikasikan 
kegiatan yang 
dilakukan oleh 
pengelola zakat. 
Transparansi adalah 
prinsip yang 
menjamin akses atau 
kebebasan bagi setiap 
orang untuk 
memperoleh informasi 
tentang 
penyelenggaraan 
pemerintahan yakni 
informasi tentang 
kebijakan, proses 
pembuatan dan 
pelaksaannya serta 
hasil-hasil yang 
dicapai 
(Fatmawati,Neneng & 
Nurdin 2016). 
1.BAZNAS Kabupaten 
Boyolali menggunakan 
media sosial seperti twitter, 
Instagram dan facebook 
dalam mempublikasikan 
kegiatannya  
2. Adanya laporan 
berkala mengenai 
pengelolaan dana 
zakat. 
1.Laporan berkala 
disediakan setiap satu 
semester maupun tahunan 
yang diberikan kepada 
BAZNAS provinsi. 
3. Adanya laporan 
tahunan yang 
dipublikasikan 
kepada publik. 
1. Laporan tahunan 
diberikan kepada 
pemerintah dan muzzakki 
BAZNAS Kabupaten 
Boyolali 
4. Adanya kriteria 
informasi yang 
dipublikasikan 
kepada publik. 
 
1.  BAZNAS Kabupaten 
Boyolali mempublikasikan 
segala informasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan 
kebenarannya 
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 BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada 
BAZNAS Kabupaten Boyolali mengenaik akuntabilitas dan transparansi , maka 
kesimpulan yang dapat penulis jabarkan adalah sebagi berikut : 
1. Implementasi akuntabilitas yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Boyolali 
ditunjukkan dengan beberapa cara yakni mematuhi tata cara pendirian 
BAZNAS Kabupaten/ kota., pembentukan beberapa devisi untuk penyaluran 
zakat dalam melaksanakan tugas, adanya pencatatan disetiap transaksi, 
adanya strategi dalam pengumpulan hingga penyaluran zakat, adanya 
laporan keuangan. 
2. Implementasi transparansi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali diantaranya 
yakni mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten 
Boyolali melalui media sosial , adanya laporan keuangan yang 
dipertanggungjawabkan kepada BAZNAS Provinsi, pemerintah daerah serta 
muzzakki OPD, informasi yang dipublikasikan dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
   
5.2 Keterbatasan Penelitian  
Peneliti menyadari bahwa terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian 
ini antara lain : 
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1. Terbatasnya pencarian data dan informasi muztahiq maupun muzzakki 
BAZNAS Kabupaten Boyolali. 
2. Masih kurangnya literature dari penelitian terdahulu yang bisa digunakan 
sebagai acuan yang memadai. 
 
5.3 Saran  
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas , maka penulis 
memberikan saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi organisasi 
pengelola zakat dimasa yang akan datang. 
1. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Boyolali menambah amil zakat sehingga 
mempercepat kinerja dari BAZNAS Kabupaten Boyolali. 
2. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Boyolali menggunakan SOP untuk 
melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan dari mulai pengumpulan 
hingga pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat. 
3. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Boyolali melakukan pendistribusian secara 
menyeluruh kepada 8 asnaf bukan hanya 5 asnaf. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Peneliti : Bapak , BAZNAS boyolali ini didirikan sejak kapan ya ? 
Narasumber : 
sebenarnya sejak 2009 mbak , tapi kan dulu masih jadi BAZDA , 
kalau sekarang sudah BAZNAS sejak juli 2017 kemarin. 
Peneliti : 
Pak, kalau saya lihat pada penelitian sebelumnya , muzzakki disini 
kebanyakan dari instansi pemkab boyolali ya pak ? yang muzakki 
perseorangan gitu sedikit. 
Narasumber : 
Oh iya memang kami kan kerjasamanya dengan pemkab mbak, 
kalau perseorangan memang sedikit. 
Peneliti : 
Kenapa pak bisa sedikit ? apa karna kurangnya sosialisasi kepada 
masyarakat umum? 
Narasumber : Iya mbak, karena personil kami juga sedikit 
Peneliti : 
Oh iya pak , saya kan lihat diwebsite itu kok belum ada publikasi 
laporan keuangannya ya pak ? 
Narasumber : 
Oh iya mbak, karna kami memang belum mempublikasikan laporan 
keuangan mbak, tapi ketika ada penyaluran atau informasi apa gitu 
FIELD NOTE 
Tehnik pengumpulan data  : Wawancara 
Hari / tanggal    : Jum’at , 23 Februari 2018 
Kegiatan    : Wawancara tahap awal 
Lokasi    : Kantor BAZNAS Kab. Boyolali 
Sumber data    : Primer 
Peneliti    : Reffilia Shinta  
Informan    : Bapak Marte (Bendahara BAZNAS Kabupaten           
Boyolali) 
Deskripsi    : BAZNAS Kab. Boyolali diresmikan pada Juli tahun 
2017. 
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kami update di media sosial mbak seperti Instagram dan facebook. 
Karna personil kita juga kurang mbak, saya yang buat laporan 
keuangannya mbak, kadang tidak sempat mempublikasikannya 
juga. Jadi paling cuman waktu ada penyaluran gitu atau ada 
informasi apa gitu kami update di media sosial kami mbak, karna 
juga mengingat kalau orang itu jarang buka website kan mbak lebih 
banyak buka Instagram maupun facebook.  
Peneliti  : Memang jumlah karyawa disini terbatas ya pak ? 
Narasumber  : 
Iya , SDM kita sangat terbatas sekali mbak, hanya berjumlah 9 
orang itupun yang satu Office Boy. 
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Nama peneliti  : Reffilia Shinta Khuma Wulandari 
Narasumber  : Bapak Marte (sub.bag. keuangan BAZNAS Kabupaten Boyolali) 
Kategori  : Amil (1) BAZNAS Kabupaten Boyolali 
Tanggal  : Selasa , 5 Juni 2018 
Tempat  : BAZNAS Boyolali  
A. AKUNTABILITAS 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Akuntabilitas hukum dan kejujuran 
a. Regulasi pemerintah apa 
yang dijadikan landasan 
berdirinya BAZNAS 
Kabupaten Boyolali ? 
Ada mbak kalau dari pembentukan BAZDA 
itu sesuai SK Bupati nomor 451/205 tahun 
2009 terus tahun 2014 sudah menjadi 
BAZNAS mbak tapi belum diresmikan karena 
adanya transisi UU tahun 2014 , 
diresmikannya itu masih baru mbak sekitar 
bulan Mei atau Juli tahun 2017 yang lalu  
b. Bagaimana implementasi 
dari pembagian devisi 
pengelolaan zakat dan 
penyaluran zakat terhadap 
8 asnaf ? 
Disini karyawannya itu sekitar 9 orang mbak 
dengan rincian 1 ketua umum , 1 wakil ketua 
bidang pengumpulan 1 ketua bidang 
pendistribusian dan pendayagunaan dan 1 lagi 
wakil ketua bidang keuangan ,SDM dan 
Umum . Yang 4 orang lagi itu yang 
melaksanakannya atau bisa dibilang sub 
bagiannya mbak. Dan yang satu lagi itu OB. 
 
Sejauh ini kami belum menyalurkan ke 8 asnaf 
mbak , kami fokus ke ekonomi produktif . 
kami masih memprioritaskan yang ada mbak 
untuk yang riqab, gharim, muallaf sejauh ini 
belum ada realisasinya. 
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2. Akuntabilitas proses 
a. Bagaimana prosedur 
dalam melaksanakan 
kegiatan yang dilakukan 
oleh OPZ ? 
Prosedurnya kalau yang fakir miskin gitu ya 
harus benar-benar orang yang tidak mampu , 
kami survey dulu mbak pastinya kita gak 
cukup survey lokasi tapi juga wawancara sama 
warga sekitar serta RT , RW. 
Nah, kalau prosedur pelaksanaan tugas kami 
juga ada SOP yang melandasinya mbak, 
apalagi kalau tugas lapangan gitu kami juga 
harus pakai surat ijin dari ketua kami mau 
survey kemana dan harus dokumentasi mbak 
setelah sampai sana. 
b. Sistem apa yang 
digunakan untuk 
menunjang kegiatan OPZ 
? 
Sistem yang menunjang kegiatan kami ya 
Cuma aplikasi SIMBA mbak itu sudah dari 
pemerintah mbak , SIMBA memudahkan kami 
dalam proses menginput serta mengolah data. 
3. Akuntabilitas Program 
a. Bagaimana cara 
mengetahui jika 
pelaksanaan program 
sudah sesuai dengan 
tujuan OPZ ? 
Caranya yaa kan ada target nya mbak , 
misalkan tahun ini kami menargetkan dapat 
muzzakki sekian , penyaluran mustahiqnya 
sekian gitu mbak, nah jika ada penyaluran gitu 
kami rapat dulu mbak dan semua karywan 
harus ada dan harus ikut mbak. 
b. Bagaimana strategi untuk 
melaksanakan setiap 
program dari OPZ ? 
kami ada lima program unggulan mbak yakni 
boyolali peduli, boyolali makmur, boyolali 
sehat, boyolali cerdas, dan boyolali taqwa.  
Nah boyolali peduli itu kalau ada bencana 
alam gitu mbak kami ikut andil didalamnya 
untuk memberikan bantuan. 
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Boyolali makmur itu untuk keluarga yang 
rumahnya hampir roboh atau yang tidak punya 
MCK biasanya kami memberikan berupa 
bahan bangunan mbak 
Boyolali sehat itu kalau ada keluarga kurang 
mampu sakit terus ingin berobat tapi kami 
damping mbak selama pengobatan, periksa 
maupun control. 
Boyolali cerdas itu berupa beasiswa mbak 
kepada anak yang kurang mampu ekonomi 
keluarganya 
Dan yang terakhir boyolali taqwa itu untuk 
kayak yang guru ngaji itu lho mbak .. 
 
Strategi yang kami laksanakan disetiap 
programnya yakni yang pertama kami 
mengidentifikasi potensi calon muztahiq, 
selanjutnya mengkoorninasikan dengan 
OPD,LAZ dan Ormas, kemudian kami 
melakukan pendampingan mustahiq dan yang 
terakhir kami bekerjasama dengan NGO   
4. Akuntabilitas kebijakan 
a. Bagaimana cara OPZ 
mempertanggungjawabkan 
pengelolaan dana kepada 
pemerintah maupun 
masyarakat ? 
Kami wajib melaporkan pelaksanaan 
pengelolaan dana ZIS kepada BAZNAS 
Provinsi dan bupati setiap semester dan akhir 
tahun mbak. 
b. Bagaimana cara OPZ 
bertanggungjawab kepada 
Kami selalu mengadakan evaluasi minimal 
satu bulan sekali mbak, jadi semua karyawan 
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karyawan tentang 
pengelolaan dana zakat? 
tau akan kinerja BAZNAS setiap bulannya 
mbak. 
 
 
B. TRANSPARANSI 
No. Pertanyaan Jawaban  
1. Media informasi apa 
yang digunakan dalam 
mempublikasikan 
kegiatan yang dilakukan 
oleh OPZ ? 
Sejauh ini kami menggunakan sosial media mbak 
soalnya mengikuti perkembangan jaman juga. 
Website sudah lama nggak kami akses juga 
mbak. Kami sekarang main di Instagram, 
Facebook, sama Twitter. 
2. Bagaimana bentuk 
laporan berkala 
mengenai pengelolaan 
dana zakat? 
Oh ada mbak yang setiap semester sma yang 
laporan tahunan. Soalnya kami kan juga wajib 
melaporkan ke BAZNAS Provinsi, Pusat sama 
PEMKAB Boyolali ke Bupati nya mbak. 
3. Bagaimanakah laporan 
tahunan yang 
dipublikasikan kepada 
publik ? 
Kalau yang dipublikasikan kepada publik sejauh 
ini belum ada mbak yaa paling cuman bentuknya 
matriks itu aja jarang soalnya saya sendiri yang 
buat kerjaan saya kan banyak mbak jadi ya kalo 
sempat saya pasti share di sosial media 
4. Apa saja kriteria 
infomasi yang disajikan 
kepada publik ? 
Kriteria informasi yang disajikan ya harus 
relevan ya mbak pastinya. 
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Nama peneliti  : Reffilia Shinta Khuma Wulandari 
Narasumber  : Bapak Jamal Yazid (ketua umum BAZNAS Kabupaten Boyolali) 
Kategori  : Amil (2) BAZNAS Kabupaten Boyolali 
Tanggal  : Selasa , 5 Juni 2018 
Tempat  : BAZNAS Boyolali  
A. AKUNTABILITAS 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Akuntabilitas hukum dan kejujuran 
a. Regulasi pemerintah apa 
yang dijadikan landasan 
berdirinya BAZNAS 
Kabupaten Boyolali ? 
Regulasi pemerintahnya yang pertama yaa dari 
UU RI ya mbak terus mbak kalau dari 
pembentukan BAZDA itu sesuai SK Bupati 
nomor 451/205 tahun 2009 terus tahun 2014 
sudah menjadi BAZNAS mbak tapi belum 
diresmikan karena adanya transisi UU tahun 
2014 , diresmikannya itu masih baru mbak 
sekitar bulan Mei atau Juli tahun 2017 yang 
lalu 
b. Bagaimana implementasi 
dari pembagian devisi 
pengelolaan zakat dan 
penyaluran zakat terhadap 
8 asnaf ? 
Disini karyawannya itu 9 orang dengan rincian 
1 ketua umum ya saya sendiri terus ada wakil 
ketua bidang pengumpulan dipegang sama pak 
Taqrir , kemudian ada ketua bidang 
pendistribusian dan pendayagunaan oleh pak 
Habib Masturi dan 1 lagi wakil ketua bidang 
keuangan ,SDM dan Umum yang diampu 
sama pak Mul . Yang 4 orang lagi itu yang 
melaksanakannya atau bisa dibilang sub 
bagiannya ada pak purwanto di sub bidang 
pengelolaan muzzakki UPZ dan perorangan. 
Dan yang satu lagi itu OBnya mbak. Semua 
sudah sesuai dengan SK yang terbit mbak 
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disana ada tugas dan wewenang masing-
masing. 
 
Penyaluran dana Zakat ini terfokus pada 8 asnaf 
orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu: 
1.Fakir,Orang yang tidak memiliki harta 
2.Miskin,Orang yang penghasilannya tidak 
mencukupi kebutuhan hidupnya 
3.Riqab,Orang hamba saya atau budak 
4.Gharim,Orang yang sedang terlilit banyak 
hutang 
5.Mualaf,Orang yang baru masuk Islam 
6.Fisabilillah,Orang yang berjuang dijalan 
Allah 
7.Ibnu Sabil,Seorang musafir dan para perantau 
8.Amil Zakat,Panitia penerima dan pengelola 
dana zakat 
Kelompok fakir dan miskin, Penyaluran dana 
zakat kepada fakir miskin, untuk tujuan 
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari 
maupun untuk memberikan kemampuan 
berwirausaha. Dalam Hal ini BAZNAS ditidak 
memberi santunan berupa uang melainkan 
dalam bentuk barang sesuai dengan usaha yang 
sedang dijalankan seperti mesin 
diesel,tlaktor,alat tukang kayu,gerobak bakso 
hingga hewan ternak 
Kalau amil zakat juga berhak menerima zakat 
dan juga memperoleh gajinya sebagai seorang 
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amil dan seorang amil pun bebas ingin 
mengambil zakat yang diperoleh atau 
mengambilnya lalu dizakatkan kembali. 
 
Sampai sekarang kami belum menyalurkan ke 
8 asnaf mbak ,karena kami fokus ke ekonomi 
produktif . kami masih memprioritaskan yang 
ada mbak seperti faqir , miskin sedangkan 
untuk yang riqab, gharim, muallaf sejauh ini 
belum ada realisasinya. 
2. Akuntabilitas proses 
a. Bagaimana prosedur 
dalam melaksanakan 
kegiatan yang dilakukan 
oleh OPZ ? 
Prosedurnya kalau yang fakir miskin gitu ya 
harus benar-benar orang yang tidak mampu , 
kami survey dulu mbak pastinya kita gak 
cukup survey lokasi tapi juga wawancara sama 
warga sekitar serta RT , RW. 
Nah, kalau prosedur pelaksanaan tugas kami 
juga ada SOP yang melandasinya mbak, 
apalagi kalau tugas lapangan gitu kami juga 
harus pakai surat ijin dari ketua kami mau 
survey kemana dan harus dokumentasi mbak 
setelah sampai sana. 
b. Sistem apa yang 
digunakan untuk 
menunjang kegiatan OPZ 
? 
Sistem yang menunjang kegiatan kami ya 
Cuma aplikasi SIMBA mbak itu sudah dari 
pemerintah mbak , SIMBA memudahkan kami 
dalam proses menginput serta mengolah data. 
3. Akuntabilitas Program 
a. Bagaimana cara 
mengetahui jika 
Caranya yaa kan ada target nya mbak , 
misalkan tahun ini kami menargetkan dapat 
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pelaksanaan program 
sudah sesuai dengan 
tujuan OPZ ? 
muzzakki sekian , penyaluran mustahiqnya 
sekian gitu mbak, nah jika ada penyaluran gitu 
kami rapat dulu mbak dan semua karywan 
harus ada dan harus ikut mbak. 
b. Bagaimana strategi untuk 
melaksanakan setiap 
program dari OPZ ? 
kami ada lima program unggulan mbak yakni 
boyolali peduli, boyolali makmur, boyolali 
sehat, boyolali cerdas, dan boyolali taqwa.  
Nah boyolali peduli itu kalau ada bencana 
alam gitu mbak kami ikut andil didalamnya 
untuk memberikan bantuan. 
Boyolali makmur itu untuk keluarga yang 
rumahnya hampir roboh atau yang tidak punya 
MCK biasanya kami memberikan berupa 
bahan bangunan mbak 
Boyolali sehat itu kalau ada keluarga kurang 
mampu sakit terus ingin berobat tapi kami 
damping mbak selama pengobatan, periksa 
maupun control. 
Boyolali cerdas itu berupa beasiswa mbak 
kepada anak yang kurang mampu ekonomi 
keluarganya 
Dan yang terakhir boyolali taqwa itu untuk 
kayak yang guru ngaji itu lho mbak .. 
 
Strategi yang kami laksanakan disetiap 
programnya yakni yang pertama kami 
mengidentifikasi potensi calon muztahiq, 
selanjutnya mengkoorninasikan dengan 
OPD,LAZ dan Ormas, kemudian kami 
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melakukan pendampingan mustahiq dan yang 
terakhir kami bekerjasama dengan NGO   
4. Akuntabilitas kebijakan 
a. Bagaimana cara OPZ 
mempertanggungjawabkan 
pengelolaan dana kepada 
pemerintah maupun 
masyarakat ? 
Kami wajib melaporkan pelaksanaan 
pengelolaan dana ZIS kepada BAZNAS 
Provinsi dan bupati setiap semester daan akhir 
tahun mbak. 
b. Bagaimana cara OPZ 
bertanggungjawab kepada 
karyawan tentang 
pengelolaan dana zakat? 
Kami selalu mengadakan evaluasi minimal 
satu bulan sekali mbak, jadi semua karyawan 
tau akan kinerja BAZNAS setiap bulannya 
mbak. 
 
 
B. TRANSPARANSI 
No. Pertanyaan Jawaban  
1. Media informasi apa 
yang digunakan dalam 
mempublikasikan 
kegiatan yang dilakukan 
oleh OPZ ? 
Banyak mbak kami ada Instagram, Facebook , 
Twitter ada juga email jika ada yang mau 
bertanya tentang kami. Monggo difollow mbak  
hehehe 
2. Bagaimana bentuk 
laporan berkala 
mengenai pengelolaan 
dana zakat? 
Bentuk laporan berkala ada mbak silahkan minta 
sama mas Marte , dia yang buat laporan 
keuangannya mbak. 
3. Bagaimanakah laporan 
tahunan yang 
dipublikasikan kepada 
publik ? 
Sejauh ini kami belum mempublikasikan laporan 
keuangan untuk publik mbak. Tapi kami 
melaporkan ke Bupati, BAZNAS Provinsi serta 
BAZNAS Pusat. 
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4. Apa saja kriteria 
infomasi yang disajikan 
kepada publik ? 
Indormasi yang kami sajikan kepada publik yaa 
harus relevan, Andal , dan dapat dipercaya 
tentunya. Karna kami pasti mempublikasikan 
kegiatan pendayagunaan dana zakat kami.  
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Nama peneliti  : Reffilia Shinta Khuma Wulandari 
Narasumber  : Khamiddurahim (sub bagian pendistribusian) 
Kategori  : Amil (3) BAZNAS Kabupaten Boyolali 
Tanggal  : 5 Juni 2018 
Tempat  : BAZNAS BOYOLALI 
A. AKUNTABILITAS 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Akuntabilitas hukum dan kejujuran 
a. Regulasi 
pemerintah apa 
yang dijadikan 
landasan 
berdirinya 
BAZNAS 
Kabupaten 
Boyolali ? 
Adanya UU RI mbak , tentang pedomannya untuk 
mendirikan BAZNAS disetiap Kabupaten terus ditindak 
lanjuti oleh pemkab boyolali mbak, tapi sebelumnya 
sudah ada BAZDA mbak. Kalau BAZNAS resminya itu 
2017 kemarin 
b. Bagaimana 
implementasi dari 
pembagian devisi 
pengelolaan zakat 
dan penyaluran 
zakat terhadap 8 
asnaf ? 
Kami ada beberapa bagian untuk pembagian tugas dari 
mulai ketua, terus ada wakil ketua bidang pengumpulan, 
pendistribusian dan pendayagunaan, sama begian 
keuangan , SDM dan umum. 
Saya dibidang sub pendistribusian mbak jadi saya yang 
survey mustahiqnya. Kalau saya survey belum smpai 8 
asnaf mbak karena kami fokus di ekonomi produktif 
jadi biasanya saya survey yang sesuai program boyolali 
lima, kebanyakan fakir, miskin, fi sabilillah, amil, dan 
ibnu sabil mbak.  
2. Akuntabilitas proses 
a. Bagaimana 
prosedur dalam 
Prosedur kegiatan kalau saya survey itu dapat kayak 
surat jalan mbak soalnya kan saya kerja dilapangan. 
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melaksanakan 
kegiatan yang 
dilakukan oleh 
OPZ ? 
b. Sistem apa yang 
digunakan untuk 
menunjang 
kegiatan OPZ ? 
SIMBA mbak kan semua pakainya SIMBA. 
3. Akuntabilitas Program 
a. Bagaimana cara 
mengetahui jika 
pelaksanaan 
program sudah 
sesuai dengan 
tujuan OPZ ? 
Biasanya sih pak jamal mengadakan rapat sih mbak, 
jadi pagi gitu biasanya rapatnya. Terus kami evaluasi 
kegiatannya kurang apa sih ketika kita menjalankan 
program ? apa sih yang harus dibenahi ? yaa biar kita 
tau juga mbak kinerjanya kita bagaimana. 
b. Bagaimana 
strategi untuk 
melaksanakan 
setiap program 
dari OPZ ? 
Kalau yang dari mustahiq biasanya saya dapat laporan 
dulu mbak, nanti saya survey layak nggak dapat 
bantuan ? kalau layak ya kami acc nanti dilanjutkan 
sama pak Marte dan pak ketua. 
4. Akuntabilitas kebijakan 
a. Bagaimana cara 
OPZ 
mempertanggungj
awabkan 
pengelolaan dana 
kepada 
pemerintah 
Biasanya kita up-load kegiatan mbak , kayak 
pendistribusiannya, pengumpulannya gitu. Tapi kan 
kami itu kadang nggak sempat sih mbak karena kerjaan 
yang banyak kami juga kewalahan mbak. Kurangnya 
personil juga sih mbak. 
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maupun 
masyarakat ? 
b. Bagaimana cara 
OPZ 
bertanggungjawa
b kepada 
karyawan tentang 
pengelolaan dana 
zakat? 
Yaa kalau rapat gitu mbak kami harus hadir semuanya 
soalnya biar kami tau kinerja kami juga mbak. 
Disamping itu kami juga bisa cek di aplikasi SIMBA 
tentang pencatatannya mbak kami bisa crosscek 
masing-masing. 
 
B. TRANSPARANSI 
No. Pertanyaan Jawaban  
1. Media informasi 
apa yang 
digunakan dalam 
mempublikasikan 
kegiatan yang 
dilakukan oleh 
OPZ ? 
Kami pakenya Instagram, Facebook sama twitter mbak 
biar bisa mengikuti perkembangan jaman juga, 
sekarang orang biasanya males buka website juga kan? 
2. Bagaimana 
bentuk laporan 
berkala mengenai 
pengelolaan dana 
zakat? 
Ada mbak kami ada laporannya , ada print outnya. 
Nanti difoto aja mbak 
3. Bagaimanakah 
laporan tahunan 
yang 
dipublikasikan 
kepada publik ? 
Belum ada mbak kalau laporan nya insyaallah nanti 
tahun depan kalau sudah ada auditnya mbak. 
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4. Apa saja kriteria 
infomasi yang 
disajikan kepada 
publik ? 
Yang pasti ya sesuai dengan kejadian yang 
sesungguhnya mbak. Dapat dipertanggungjawabkanlah 
istilahnya. 
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Nama peneliti  : Reffilia Shinta Khuma Wulandari 
Narasumber  : Hery Kuswanto (sub bagian pengumpulan) 
Kategori  : Amil (4) BAZNAS Kabupaten Boyolali 
Tanggal  : 25 Agustus 2018 
Tempat  : BAZNAS BOYOLALI 
B. AKUNTABILITAS 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Akuntabilitas hukum dan kejujuran 
a. Regulasi 
pemerintah apa 
yang dijadikan 
landasan 
berdirinya 
BAZNAS 
Kabupaten 
Boyolali ? 
Adanya SK Umum dari UU RI mbak , tentang 
pedomannya untuk mendirikan BAZNAS disetiap 
Kabupaten  
b. Bagaimana 
implementasi dari 
pembagian devisi 
pengelolaan zakat 
dan penyaluran 
zakat terhadap 8 
asnaf ? 
Saya dibagian pengumpulan mbak ,beberapa bagian 
untuk pembagian tugas dari mulai ketua, terus ada wakil 
ketua bidang pengumpulan, pendistribusian dan 
pendayagunaan, sama begian keuangan , SDM dan 
umum. 
Saya mencatat dana zakat yang masuk untuk dilaporkan 
ke bendahara sama ketua. 
2. Akuntabilitas proses 
a. Bagaimana 
prosedur dalam 
melaksanakan 
kegiatan yang 
Saya Cuma dibagian pengumpulan jadi kalau dari PNS 
Kabupaten boyolali megumpulkan lewat bendaharanya 
terus disetor ke rekening BAZNAS Kabupaten 
Boyolali. 
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dilakukan oleh 
OPZ ? 
b. Sistem apa yang 
digunakan untuk 
menunjang 
kegiatan OPZ ? 
Semua pakainya SIMBA. 
3. Akuntabilitas Program 
a. Bagaimana cara 
mengetahui jika 
pelaksanaan 
program sudah 
sesuai dengan 
tujuan OPZ ? 
Biasanya evaluasi setiap minggu . 
b. Bagaimana 
strategi untuk 
melaksanakan 
setiap program 
dari OPZ ? 
Strategi pengumpulan dari bendahara per instansi 
Kabupaten boyolali mbak. 
4. Akuntabilitas kebijakan 
a. Bagaimana cara 
OPZ 
mempertanggungj
awabkan 
pengelolaan dana 
kepada 
pemerintah 
maupun 
masyarakat ? 
up-load di media sosial 
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b. Bagaimana cara 
OPZ 
bertanggungjawa
b kepada 
karyawan tentang 
pengelolaan dana 
zakat? 
Rapat dengan semua karyawan gitu mbak. 
 
B. TRANSPARANSI 
No. Pertanyaan Jawaban  
1. Media informasi 
apa yang 
digunakan dalam 
mempublikasikan 
kegiatan yang 
dilakukan oleh 
OPZ ? 
Media sosialnya Instagram, Facebook sama twitter. 
2. Bagaimana 
bentuk laporan 
berkala mengenai 
pengelolaan dana 
zakat? 
Saya gak tau mbak. Di bapak Marte yang pegang 
bukunya. 
3. Bagaimanakah 
laporan tahunan 
yang 
dipublikasikan 
kepada publik ? 
Belum ada mbak. 
4. Apa saja kriteria 
infomasi yang 
Yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya 
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disajikan kepada 
publik ? 
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Nama peneliti  : Reffilia Shinta Khuma Wulandari 
Narasumber  : Sri Wigati (pedagang siomay dan batagor) 
Kategori  : Muztahiq (1) BAZNAS Kabupaten Boyolali 
Tanggal  : 12 Juni 2018 
Tempat  : Objek Wisata Tlatar Boyolali 
A. AKUNTABILITAS 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Akuntabilitas hukum dan kejujuran 
a. Regulasi 
pemerintah apa 
yang dijadikan 
landasan 
berdirinya 
BAZNAS 
Kabupaten 
Boyolali ? 
Gak tau itu mbak tapi saya tau kalo ada undang-undang 
yang mengaturnya itu yang bentuk juga pemerintah kok 
mbak 
b. Bagaimana 
implementasi dari 
pembagian devisi 
pengelolaan zakat 
dan penyaluran 
zakat terhadap 8 
asnaf ? 
Ada beberapa petugas mbak di BAZNAS itu tapi saya 
gak hafal namanya. 
Kalau tentang penyaluran zakatnya pasti disalurkan 
mbak karna saya ini non islam jadi saya gak tu juga sih 
mbak tapi waktu saya kesana itu ada kok mbak ada 
gerobak dorong, ada gerobak some juga, ada yang buat 
tammbal ban, banyak mbak waktu saya kesana itu.  
2. Akuntabilitas proses 
a. Bagaimana 
prosedur dalam 
melaksanakan 
kegiatan yang 
Prosedurnya kalau saya waktu itu ditawari bantuan 
mbak sama petugas BAZNASnya waktu petugas 
BAZNASnya kesini, terus kami didata terus disurvei 
rumahnya. 
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dilakukan oleh 
OPZ ? 
b. Sistem apa yang 
digunakan untuk 
menunjang 
kegiatan OPZ ? 
Gak tau mbak pakai computer kok mbak, say amah gak 
tau mbak. 
3. Akuntabilitas Program 
a. Bagaimana cara 
mengetahui jika 
pelaksanaan 
program sudah 
sesuai dengan 
tujuan OPZ ? 
Setau saya kalau sudah tersalurkan dan dimanfaatkan 
sama penerima bantuan ya berarti sudah to mbak ? 
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b. Bagaimana 
strategi untuk 
melaksanakan 
setiap program 
dari OPZ ? 
Kayaknya petugasnya survey sendiri deh mbak, soalnya 
waktu itu saya ditawari bantuan terus saya disurvey 
rumahnya terus di kasih bantuan tapi prosesnya tu lama 
banget mbak sampai 4 bulan. 
Syaratnya saya cuman numpuk fotokopi KK sama KTP. 
4. Akuntabilitas kebijakan 
a. Bagaimana cara 
OPZ 
mempertanggungj
awabkan 
pengelolaan dana 
kepada 
pemerintah 
maupun 
masyarakat ? 
Ada laporannya pasti mbak tapi saya gak tau 
laporannya, kalaupun saya dikasih tau saya juga gak 
paham mbak hehehe 
b. Bagaimana cara 
OPZ 
bertanggungjawa
b kepada 
karyawan tentang 
pengelolaan dana 
zakat? 
Ya kan kalau petugas BAZNASnya itu sendiri sendiri 
mbak kemarin yang nawarin bantuan sendiri, yang 
nyurvey rumah saya sendiri, yang kasih bantuan 
gerobak juga sendiri beda-beda orang mbak pokoknya. 
 
 
B. TRANSPARANSI 
No. Pertanyaan Jawaban  
1. Media informasi 
apa yang 
digunakan dalam 
Saya gak tau mbak saya kan pedagang asongan biasa 
mbak mana tau saya kayak gitu mungkin kalau kayak 
sekarang BAZNAS punya Instagram kalik ya mbak ? 
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mempublikasikan 
kegiatan yang 
dilakukan oleh 
OPZ ? 
2. Bagaimana 
bentuk laporan 
berkala mengenai 
pengelolaan dana 
zakat? 
Gak tau mbak gak tau saya, yang penting saya dapat 
bantuan saya seneng kok , saya cukup bersyukur. 
3. Bagaimanakah 
laporan tahunan 
yang 
dipublikasikan 
kepada publik ? 
Gak tau mbak bentuk laporannya. 
4. Apa saja kriteria 
infomasi yang 
disajikan kepada 
publik ? 
Gak tau mbak tapi pasti informasinya harus bisa 
dipertanggungjawabkan perbuatannya ya mbak. 
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Nama peneliti  : Reffilia Shinta Khuma Wulandari 
Narasumber  : Tegar Tragedi (Penerima Bantuan Dana Pendidikan) 
Kategori  : Mustahiq (2) BAZNAS Kabupaten Boyolali 
Tanggal  : 26 Juli 2018 
Tempat  : Simpang Siaga Boyolali 
A. AKUNTABILITAS 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Akuntabilitas hukum dan kejujuran 
a. Regulasi 
pemerintah apa 
yang dijadikan 
landasan 
berdirinya 
BAZNAS 
Kabupaten 
Boyolali ? 
Nggak tau mbak, setau saya setiap organisasi punya 
legalitasnya masing-masing mbak. Kalo BAZNAS 
setau saya legalitasnya dari pemerintah sih mbak. 
b. Bagaimana 
implementasi dari 
pembagian devisi 
pengelolaan zakat 
dan penyaluran 
zakat terhadap 8 
asnaf ? 
Di BAZNAS itu ada beberapa devisi mbak ya sama 
kayak organisasi yang lain dan pastinya ya ada tugas 
dan wewenang masing-masing.  
Kalau untuk penyalurannya kayaknya sih udah tepat 
ya mbak buktinya saya dapat beasiswa mbak dari 
BAZNAS, saya kan orang gak mampu mbak.  
2. Akuntabilitas proses 
a. Bagaimana 
prosedur dalam 
melaksanakan 
kegiatan yang 
Kalau saya dulu itu saya dikasih tau dekan saya mbak 
tentang adanya BAZNAS, terus saya kesana , terus 
saya di suruh ngumpulin berkas to mbak, terus saya 
disurvey kurang lebih empat bulan dana bantuannya 
itu baru cair mbak. 
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dilakukan oleh 
OPZ ? 
b. Sistem apa yang 
digunakan untuk 
menunjang 
kegiatan OPZ ? 
Gak tau mbak , gak nanya. Yang jelas itu di input di 
computer. 
3. Akuntabilitas Program 
a. Bagaimana cara 
mengetahui jika 
pelaksanaan 
program sudah 
sesuai dengan 
tujuan OPZ ? 
Evaluasi mbak setau saya , kan setiap organisasi 
biasanya mengadakan evaluasi kegiatan tentang target 
dan realisasinya 
b. Bagaimana 
strategi untuk 
melaksanakan 
setiap program 
dari OPZ ? 
Survey terus nanti kalau targetnya pas terus di ACC 
mbak 
4. Akuntabilitas kebijakan 
a. Bagaimana cara 
OPZ 
mempertanggungj
awabkan 
pengelolaan dana 
kepada 
pemerintah 
maupun 
masyarakat ? 
Nggak tau mbak mungkin dengan laporan keuangan 
saya nggak tau sih mbak 
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b. Bagaimana cara 
OPZ 
bertanggungjawa
b kepada 
karyawan tentang 
pengelolaan dana 
zakat? 
Kayaknya dengan rapat mbak, kan tiap organisasi ada 
rapat mbak sebelum dan sesudah melaksanakan tugas. 
 
B. TRANSPARANSI 
No. Pertanyaan Jawaban  
1. Media informasi 
apa yang 
digunakan dalam 
mempublikasikan 
kegiatan yang 
dilakukan oleh 
OPZ ? 
Media sosial mbak , facebook. 
2. Bagaimana 
bentuk laporan 
berkala mengenai 
pengelolaan dana 
zakat? 
Gak tau mbak saya nerima uang tok kok 
3. Bagaimanakah 
laporan tahunan 
yang 
dipublikasikan 
kepada publik ? 
Gak tau mbak 
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4. Apa saja kriteria 
infomasi yang 
disajikan kepada 
publik ? 
Pastinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran 
informasinya lah mbak. 
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Nama peneliti  : Reffilia Shinta Khuma Wulandari 
Narasumber  : Agung W. (Kepala T.U UPT Puskesmas Boyolali 1) 
Kategori  : Muzzaki (1) BAZNAS Kabupaten Boyolali 
Tanggal  : 26 Juni 2018 
Tempat  : UPT Puskesmas Boyolali I 
A. AKUNTABILITAS 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Akuntabilitas hukum dan kejujuran 
a. Regulasi 
pemerintah apa 
yang dijadikan 
landasan 
berdirinya 
BAZNAS 
Kabupaten 
Boyolali ? 
Ada mbak UU tahun 2014 mbak pembentukan 
BAZNASnya itu kan waktu itu sebelum jadi muzzakki 
sudah disosialisasikan. 
b. Bagaimana 
implementasi dari 
pembagian devisi 
pengelolaan zakat 
dan penyaluran 
zakat terhadap 8 
asnaf ? 
Ada devisi sendiri-sendiri mbak. Kalau penyalurannya 
fokus ke ekonomi produktif biar mengurangi 
pengangguran gitu mbak. 
2. Akuntabilitas proses 
a. Bagaimana 
prosedur dalam 
melaksanakan 
kegiatan yang 
Prosedurnya pasti ya survey dulu ya mbak ke penerima 
zakatnya, terus pasti Tanya ke warga sekitar, RT ,RW 
dan kelurahan setempat ya untuk memastikan tidak 
salah sasaran mbak kasih zakatnya. 
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dilakukan oleh 
OPZ ? 
b. Sistem apa yang 
digunakan untuk 
menunjang 
kegiatan OPZ ? 
dulu saya ikut merintis BAZNAS itu mbak, kalau dulu 
saya masih manual pencatatannya,Aplikasi SIMBA 
mbak itu mulai dipraktekkan pada tahun 2014. 
 kemarin BAZNAS Boyolali dapat penghargaan itu 
sebagai operator SIMBA teraktif. 
3. Akuntabilitas Program 
a. Bagaimana cara 
mengetahui jika 
pelaksanaan 
program sudah 
sesuai dengan 
tujuan OPZ ? 
Ada matriks nya mbak, sama kalau setau saya ada rapat-
rapat gitu mbak untuk evaluasi. 
b. Bagaimana 
strategi untuk 
melaksanakan 
setiap program 
dari OPZ ? 
Pastinya dengan membentuk devisi-devisi tertentu 
dengan tugas tertentu jadi gak double tugas gitu lho 
mbak, misalnya nih cuman satu devisi untuk survey, 
untuk kasih bantuan, kan kewalahan itu mbak makanya 
dengan terbentuknya beberapa devisi diharapkan dapat 
membantu mempercepat kinerja BAZNAS Boyolali. 
4. Akuntabilitas kebijakan 
a. Bagaimana cara 
OPZ 
mempertanggungj
awabkan 
pengelolaan dana 
kepada 
pemerintah 
Da laporannya mbak saya pernah ke BAZNAS buat 
lihat laporannya kok. 
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maupun 
masyarakat ? 
b. Bagaimana cara 
OPZ 
bertanggungjawa
b kepada 
karyawan tentang 
pengelolaan dana 
zakat? 
Kayaknya cuman rapat-rapat gitu deh mbak, sering 
rapat mbak sana itu, gak cuman dikantor kadang waktu 
itu kayaknya ke karanganyar juga rapatnya. 
 
 
B. TRANSPARANSI 
No. Pertanyaan Jawaban  
1. Media informasi 
apa yang 
digunakan dalam 
mempublikasikan 
kegiatan yang 
dilakukan oleh 
OPZ ? 
Sosial media mbak , di Instagram sama facebook setau 
saya. 
2. Bagaimana 
bentuk laporan 
berkala mengenai 
pengelolaan dana 
zakat? 
Ada mbak laporan keuangannya minta di BAZNAS 
mbak nanti pasti dikasih tau. Setau saya itu per 
semester ada kok mbak ada juga yang tahunan itu 
dicetak gitu mbak bukunya tebal , disana juga ada 
rinciannya kok mbak.  
3. Bagaimanakah 
laporan tahunan 
yang 
Belum ada sih mbak kalau laporan tahunan yang 
dikasih kesini, tapi saya di sms kalau sudah 
menyalurkan zakatnya .  
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dipublikasikan 
kepada publik ? 
4. Apa saja kriteria 
infomasi yang 
disajikan kepada 
publik ? 
Yang pasti harus relevan dan dapat 
dipertanggungjawabkan kebenaran informasinya mbak. 
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Nama peneliti  : Reffilia Shinta Khuma Wulandari 
Narasumber  : Bapak Lasono (KASI Kecamatan Boyolali) 
Kategori  : Muzzaki (2) BAZNAS Kabupaten Boyolali 
Tanggal  : 16 Juli 2018 
Tempat  : Kecamatan Boyolali 
B. AKUNTABILITAS 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Akuntabilitas hukum dan kejujuran 
a. Regulasi 
pemerintah apa 
yang dijadikan 
landasan 
berdirinya 
BAZNAS 
Kabupaten 
Boyolali ? 
Undang-undang 2014 mbak lalu di tindaklanjuti bupati 
saat itu , setau saya sih begitu, soalnya BAZNAS 
didirikan kami langsung ada sosialisasi gitu mbak dari 
pemkab boyolali 
b. Bagaimana 
implementasi dari 
pembagian devisi 
pengelolaan zakat 
dan penyaluran 
zakat terhadap 8 
asnaf ? 
Setau saya sudah ada pembagian tugas masing-masing 
karyawannya mbak, kalau penyalurannya saya taunya 
lebih fokus ke ekonomi produktif. 
2. Akuntabilitas proses 
a. Bagaimana 
prosedur dalam 
melaksanakan 
Prosedurnya pasti kalo ada yang minta bantuan gitu 
mungkin survey dulu ya mbak terus dirapatkan 
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kegiatan yang 
dilakukan oleh 
OPZ ? 
bagaimana solusinya baru dikasih bantuan gitu mbak 
biasanya 
b. Sistem apa yang 
digunakan untuk 
menunjang 
kegiatan OPZ ? 
SIMBAZNAS kayak e mbak namanya pokoknya itu 
buat yang mencatat dan melaporkan penerimaan dan 
penyaluran zakat dan itu setau saya langsung laporan 
bisa di cek BAZNAS pusat. 
3. Akuntabilitas Program 
a. Bagaimana cara 
mengetahui jika 
pelaksanaan 
program sudah 
sesuai dengan 
tujuan OPZ ? 
Mungkin ada target pencapaiannya ya mbak, jadi 
tahun ini kita harus dapat muzzakki sekian dengan 
zakat sekian nanti disalurkan sekian persen gitu sih 
mbak setau saya. 
b. Bagaimana 
strategi untuk 
melaksanakan 
setiap program 
dari OPZ ? 
Strateginya setau saya pasti ya diawali survey terus 
nanya ke tetangga gitu nanti layak dapat bantuan apa 
enggak. Kalau layak ya di kasih bantuan kalo enggak 
ya udah dibiarkan , soalnya kan BAZNAS gak kasih 
uang mbak tapi kasihnya barang. 
4. Akuntabilitas kebijakan 
a. Bagaimana cara 
OPZ 
mempertanggungj
awabkan 
pengelolaan dana 
kepada 
pemerintah 
maupun 
masyarakat ? 
Kalo sama pemerintah itu laporan keuangan 
persemester dilaporkan ke pemkab sama ke BAZNAS 
provinsi ,  
Kalau untuk masyarakat saya taunya di media sosial 
itu sih mbak. 
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b. Bagaimana cara 
OPZ 
bertanggungjawa
b kepada 
karyawan tentang 
pengelolaan dana 
zakat? 
Itu biasanya ada evaluasi kok mbak ada rapat yang 
dihadiri semua karyawan BAZNAS. 
 
B. TRANSPARANSI 
No. Pertanyaan Jawaban  
1. Media informasi 
apa yang 
digunakan dalam 
mempublikasikan 
kegiatan yang 
dilakukan oleh 
OPZ ? 
Facebook sama Instagram mbak , ada kok kan facebook 
sama instagram saling berkaitan. 
2. Bagaimana 
bentuk laporan 
berkala mengenai 
pengelolaan dana 
zakat? 
Di kantor BAZNAS ada mbak, penerimaan sekian 
penyaluran ke siapa –siapa gitu sekian ada mbak di 
kantor BAZNAS nya 
3. Bagaimanakah 
laporan tahunan 
yang 
dipublikasikan 
kepada publik ? 
Belum ada sih mbak yang penting tanggungjawab ke 
pemkab sama BAZNAS pusat 
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4. Apa saja kriteria 
infomasi yang 
disajikan kepada 
publik ? 
Pastinya harus dapat dipertanggungjawabkan kebenaran 
informasi yang di sebar luaskan. 
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Lampiran 3   : Jadwal Penelitian 
No 
Bulan 
Februari 
2018 
Maret 
2018 
April 
2018 
Mei 
2018 
Juni 
2018 
Juli 
2018 
Agustus 
 2018 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal 
x x x                          
2 Konsultasi   x x x  x x x  x  x  x X x x    X x x x x x x 
3 Revisi 
Proposal 
     x x x     x x x  x x x x         
4 Pengumpulan 
Data 
          x x x X               
5 Analisis Data                 x x x          
6 Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
                   x x X       
7 Pendaftaran 
Munaqosah 
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